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ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil dari penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan:
apa pertimbangan dan dasar hukum Hakim Pengadilan Agama Jombang dalam
membatalkan nikah karena tidak ada izin wali, perkara nomor:
724/Pdt.G/2007/PA.Jbg, dan bagaimana analisis putusan terscbut berdasarkan
perspektif mazhab Hanafiy?

Data penclitian ini dihimpun melalui tcknik wawancara dengan hakim dan
panitera Pengadilan Agama Jombang dan dokumentasi berkas perkara dan bahan
bacaan. Data yang diperoleh dianalisis dengan metode deskriptif analisis.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertimbangan dan dasar hukum hakim
Pengadilan Agama Jomhang dalam membatalkan nikah karena tidak ada izin wali,
perkara nomor: 724/Pdt.G/2007/PA.Jbg adalah: bahwa pernikahan dengan Wali
Hakim dapat dianggap sah apabila gaibnya wali telah mencapai jarak masafatul qasr,
dan apabila hakim telah menikahkan seorang perempuan dengan pria atas dasar
walinya gaib kemudian wali wanita terscbut datang dan menyatakan bahwa ketika
akad terscbut dia berada di dacrah yang tidak jauh maka perkawinan tersebut
menjadi tidak sah.

Dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara di atas
sebenamnya telah sesuai dengan hasil putusan yang dijatuhkan hakim terhadap kasus
Sumilah. Akan tetapi, apabila dianalisis berdasarkan konsep mazhab Hanafiy tidak.
Dimana perkawinan menurut mazhab Hanafiy dapat terjadi meskipun tanpa adanya
campur tangan wali, karena menurut mercka scorang wanita berhak dan boleh
menikahkan dirinya sendiri tanpa wali apabila ia baligh dan berakal.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada hakim Pengadilan Agama
Jombang hendaknya dalam memutuskan perkara-perkara yang ditanganinya selain
tetap berpijak pada dasar hukum positif yang ada scyogyanya juga
mempertimbangkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menjadikan makhluk di dunia ini secara berpasang-pasangan,
menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Hikmahnya adalah untuk saling
melengkapi, hidup dua sejoli sebagai suami isteri dan membangun rumah tangga
yang damai dan tentram. Untuk itu haruslah diadakan ikatan yang kokoh dan
langgeng, yaitu sebuah pernikahan yang sah di bawah tuntunan agama dan
negara.

Pernikahan adalah salah satu kodrat dalam perjalanan hidup manusia.
Pernikahan bukan hanya sckedar jelan yang amat mulia untuk mengatur
kehidupan menuju pintu perkenalan, akan tctapi menjadi jalan wuntuk
menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya. Di samping itu,
pernikahan merupakan jalan untuk menghindarkan manusia dari kebiasaan hawa
nafsu yang menyesatkan.

Pernikahan merupakan kebutuhan fitri sctiap manusia yang memberikan
banyak hasil yang penting. Pernikahan amat penting dalam kehidupan manusia,
perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan pernikahan yang sah, pergaulan
laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia

scbagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina



dalam suasana damai, tentram, dan rasa kasih sayang antara suami dan istri.
Anak/ keturunan dari hasil pernikahan yang sah menghiasi kehidupan keluarga
dan sckaligus merupakan kelangsungan hidup manusia sccara bersih dan
terhormat.

Oleh karena itu, pada tempatnyalah apabila Islam mengatur masalah
pernikahan dengan amat teliti dan terperinci untuk membawa umat manusia
hidup berkehormatan sesuai kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah
makhluk Allah yang lain. Hubungan manusia laki-laki dan perempuan ditentukan
agar didasarkan atas rasa pengabdian kepada Allah sebagi A/-Khaliq (Maha
Pencipta) dan kebaktian kepada kemanusiaan guna melangsungkan kchidupan
jenisnya.

Pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang telah diikat dengan ikatan
suci pernikahan, apabila dilaksanakan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan
tuntunan hukum yang ada baik agama maupun negara, maka akan membawa
keberkahan dan kebahagiaan, baik bagi diri sendiri dan keturunan maupun bagi
masyarakat banyak, baik di dunia dan di akhirat. Sebaliknya pergaulan liar
antara laki-laki dan perempuan tanpa menghiraukan ikatan suci pernikahan dan
tuntunan agama, pasti akan membawa bahaya dan malapetaka, baik bagi yang
bersangkutan maupun keturunan dan masyarakat, baik di dunia dan di akhirat.

Perkawinan dalam hukum Isiam discbut dengan nikah, yaitu suatu akad

yang mcnycbabkan kebolchan bergaul antara scorang laki-laki dengan scorang



perempuan dan saling tolong menolong diantara keduanya serta menentukan
batas hak dan kewajiban diantara keduanya.'

Hal tersebut sclaras dengan yang disebutkan dalam Pasal 1 UU No.1 tahun
1974 tentang perkawinan yaitu:

“Perkawinan ialah ikatan Ishir batin antara scorang pria dengan scorang

wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 1angga)
yang bahagia dan kckal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa’.

Dan dalam KHI Pasal 2 disebutkan bahwa “Pernikahan adalah suatu akad
yang sangat kuat atau misaqan galizan untuk mentaati perintah Allah SWT serta
melaksanakannya adalah ibadah™.

Dari pengertian pernikahan di atas tampak bahwa esensi pernikahan tidak
hanya dititikberatkan kepada masalah biologis scmata, melainkan adanya suatu
kewajiban untuk menciptakan pergaulan yang harmonis yang diliputi rasa kasih
sayang menuju keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah dan diridhoi oleh Allah
SWT.

Esensi yang terkandung dalam syariat pernikahan adalah mentaati
perintah Allah SWT dan Rasul-Nya, yaitu menciptakan kehidupan rumah tangga
yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku pernikahan itu sendiri, anak

keturunan, kerabat, maupun masyarakat. Olch karcna itu pernikahan tidak hanya

'Ratimat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, b.13



bersifat kcbutuhan internal yang bersangkutan, tctapi mempunyai kaitan
eksternal yang melibatkan banyak pihak.

Scbagai suatu pernikahan yang kokoh, pernikahan yang dituntul untuk
menghasilkan suatu kemaslahatan yang kompleks, bukan sckedar penyaluran
kebut uhan biologis semata, sebagaimana yang tercatat dalam firman Allah SWT,

Surat Ar-Rum ayat 21:
";ul Ly 55 25T g Gl 1,8 \,,s,)f’rg_.a. 1S3 5l Of wte ey
978 ¢ Al 5

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasan-Nya ialah Dia yang menciptakan

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

merasa tentram kepadanys, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih

sayang. Sesungguhnys psda yang demikian ity benar-benar lerdapat
tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum [30]: 21)°

Scperti yang telah diterangkan di atas, bahwa agama memberikan tuntunan
terhadap tata cara pelaksanaan pernikahan. Salah satu dari pokok pembahasan
dalam hukum perkawinan Islam adalah adanya wali dari pihak perempuan. Ada
beberapa kriteria seseorang boleh menjadi wali untuk wanita muslimah, yaitu
merdeka, berakal, dan dewasa. Budak, orang gila, dan anak kecil tidak bolch

menjadi wali, karena orang-orang terscbut tidak berhak mewalikan dirinya.

2 fbid, h. 13
3Departemen Agama Rl, A/ Qur'sn dan Tegjemahnys, h. 644



Disamping itu wali juga harus beragama lslam, scbab orang yang bukan

beragama Islam tidak boleh menjadi walinya orang Islam.’

Allah SWT berfirman:

L PP VR P S P ST R AR RV

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang
Yahudji dan Nasrani menjadi wali (mu)... (Q.S Al Ma’idah [5]: 51).°

Menurut istilah figh, perwalian ialah penguasaan penuh yang diberikan
oleh agama kepada scscorang untuk menguasai dan melindungi orang atau
barang.®

Di dalam KHI Pasal 20 ayat 1 discbutkan bahwa wali nikah terdiri dari:
1. Wali Nasab
2. Wali Hakim

Di dalam pasal 21 KHI juga diterangkan kriteria-kriteria tentang wali
nasab, yaitu:

1. Wali Nasab terdiri atas empat kelompok, dalam urutan kedudukan kelompok
yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai crat tidaknya susunan

kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

“‘Slamet Abidin, Figh Munakahat 1,h.83
SDepartemen Agama RI, A/ Qur’sn dan Tegjemahnya, b. 194
Mukhtar, Asas-ases Hukum Islam teatang Perkawinan, h. 92



Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakck
dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki
scayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah,
saudara seayah dan keturunan laki-laki mercka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki
seayah dan keturunan laki-laki mereka.

2. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-
sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang
lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

3. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling
berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya
seayah.

4. Apabila dalam satu kelompok derajat kerabatnya sama-sama derajat kerabat
seayah, mercka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan
mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Kalau tidak ada wali nasab tcrsebut, maka yang berhak menjadi wali ialah
hakim.

Rasulullah SAW bersabda:

”’j

zg;&g;yguw°

\



Artinya: Maka Hakimlah yang bertindak qcnjsd wali bagi sescorang yang tidak

ada walinya. (HR. Ahmad, Abu Dawud, Tbnu Majah dan Tirmiziy).’

Akan tetapi, para ulama figh masih berbeda pendapat dalam masalah wali,
apakah ia menjadi syarat sahnya pernikahan atau 1idak?

Imam Malik berpendapat bahwa tidak sah pernikahan tanpa wali. Pendapat
ini juga dikemukakan olch Imam Syafi‘iy.

Imam Abu Hanifah, Zufar, al-Sya‘biy, dan al-Zuhriy berpendapat bahwa
apabila scorang perempuan melakukan akad nikah tanpa wali, sedang calon
suaminya sebanding (kufir’), maka perrnikahannya bolch.®

Sementara itu berdasarkan pengamatan pendahuluan di Pengadilan Agama
Jombang terdapat suatu kasus pembatalan nikah yang diajukan oleh pihak KUA
kepada mempelai wanita, Sumilah binti Suparno. Sebelum pernikahan
dilangsungkan status termohon Sumilah binti Suparno adalah seorang janda
berumur 52 tahun yang ditinggal mati oleh suaminya. Pada waktu pelaksanaan
pernikahan ayah termohon tidak dilibatkan dalam prosesi akad nikah, sebagai
wali nikah, karena pada waktu pelaksanaan pernikahan menurut calon mempelai
wanita bahwa ayahnya tidak diketahui alamatnya sehingga menggunakan wali
hakim, yaitu pegawai KUA setempat.

Sctclah menjalani kurang lcbih satu bulan berumah tangga, ayah mempcelai

wanita, Bapak Suparno selaku wali nasab mengajukan keberatan kepada pihak

M. Fuad Abdul Baqi , Sunan Ibav Majah Juz 2, b. 605
$Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakalat, b. 91



KUA sctempat yang menjadi wali hakim dan pihak KUA akhirnya mengajukan
permohonan pembatalan nikah bagi suami-isteri tersebut.

Pada tanggal 29 Mci 2007 Pengadilan Agama Jombang mengabulkan
permohonan pemohon dan membatalkan pernikahan termohon Sumilah binti
Suparno yang dilaksanakan di KUA Diwck Jombang pada tanggal 9 April 2007.

Hal itu sangat bertentangan dengan perspektif mazhab Hanafiy di atas,
yang membolehkan seorang perempuan menikah tanpa menggunakan wali,
bahkan janda lebih berhak atas dirinya sendiri dari pada wali nasabuya.

Dengan adanya kasus terscbut, maka penulis menganggap perlu untuk
meneliti dan menganalisa putusan Hakim Pengadilan Agama Jombang tentang
perkara peinbatalan nikah dengan alasan tidak ada izin wali tersebut berdasarkan
perspektif mazhab Hanafiy. Oleh karena itu, penulis mencoba membahasnyu
dalam penclitian ini yang berjudul “Srudi Putusan Pengadilan Agama Jombang
Nomor: 724/Pdt. G/2007/Pa.Jbg tentang Pembatalan Nikah dengan Alasan Tidak

Ada Izin Wali Menurut Perspektif Mazhab Hanafly”.



B. Rumusan Masalah
Dari uraian latar belakang di atas, penulis dapat merumuskan permasalahan
dalam skripsi ini sebagai berikut.

1. Apa pertimbangan dan dasar hukum Hakim Pengadilan Agama Jombang
dalam membatalkan nikah karena tidek ada izin wali, perkara nomor:
724/Pdt.G/2007/PA.Jbg?

2. Bagaimana analisis putusan Pengadilan Agama Jombang nomor:
724/Pdt.G/2007/PA.Jbg tentang pembatalan nikah dengan alasan tidak ada

izin wali menurut perspektif mazhab Hanafiy?

C. Kajian Pustaka

Masalah pembatalan nikah sebenarnya sudah banyak yang membahas,
terutama para ilmuwan dan para ahli hukum. Namun permasalahan yang mereka
bahas tidak hanya berfokus pada satu topik, melainkan menyeluruh tentang
pembatalan nikah baik itu dari segi hukum positif atau dari segi hukum Islam
(figh), seperti yang dikemukakan oleh Lili Rasjidi dalam bukunya yang berjudul
“Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia’. Beliau
mengemukakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak
memenuhi syarat-syarat uniuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang
telah diatur dalam pasal 6-12 UU No.l Tahun 1974. Hal serupa dikcmukakan

oleh Sudarsono dalam bukunya * Hukum Perkawinan Nastonai .
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Dalam “Figh Munakahat” yang disusun Abd. Rahman Ghazaly
menjeclaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan karena tidak memenuhi salah
salu syarat atau salah satu rukunnya, atau scbab lain yang dilarang atau
diharamkan oleh agama. Selanjutnya dalam “Figh Sunnah” karya Sayyid Sabiq
menjclaskan bahwa fasakh dapat terjadi karcna tidak terpenuhinya syarat-syarat
ketika berlangsung akad nikah, atau karena hal-hal lain yang datang kemudian
dan membatalkan kelangsungan perkawinan.

Begitu juga dengan beberapa penelitian yang telah ditulis terlebih dahulu,
seperti skripsi yang berjudul ‘“Pwrusan Hakim Tentang Perkara Pembalalan
Nikah Karena Salah Wali di Pengadilan Agama Nganjuk” oleh Muhammad
Rosyidin. Inti dari skripsi tersebut adalah penyebab terjadinya pembatalan nikah
karena salah wali, yang terjadi di Pengadilan Agama Nganjuk, disebabk«n karena
keawaman dari pihak-pihak tergugal yang kurang mengerti mengensi hukum
islam terutama pada masalah perwalian. Persamaan skripsi tersebut dengan
skripsi penulis adalah sama-sama membahas masalah pembatalan nikah
sedangkan perbedaannya terletak pada objek pembahasan yakni kalau skripsi
penulis pembatalan nikah discbabkan karcna tidak ada izin wali, sedangkan
dalam sckripsi saudara Muhammad Rosyidiu pembuaialain wpikab discbavaan
karena salah wall.

Sedangkan pembahasan daiam penelitian ini ialah mengenai pembatalan

nikah discbabkan karena tidak ada izin wali menurut perspektif mazhab tanatiy.



1

Jadi, penelitian ini bukanlah suatu pengulangan atau duplikasi dari karya

schelumnya.

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas maka tujuan penclitian yang dapat

dikemukakan adalah sebagai berikut.

1.

Untuk mengctahui pertimbangan dan dasar hukum hakim Pengadilan Agama
Jombang dalam membatalkan nikah dengan alasan tidak ada izin wali,
perkara nomor: 724/Pdt.G/2007/PA.Jbg.

Untuk mengetahui analisis putusan Pengadilan Agama Jombang nomor:
724/Pdt.G/2007/PA.Jbg tentang pembatalan nikah dengan alasan tidak ada

izin wali menurut perspektif mazhab Hanafly.

E. Kegunaan Hasil Penclitian

Hasil penelitian yang ditulis dalam skripsi ini diharapkan bermanfaat

sekurang-kurangnya dalam dua hal sebagai berikut:

1.

Kegunaan secara teoritis, yaitu dapat dijadikan acuan pada penelitian
berikutnya khususnya yang menyangkut perkara pembatalan nikah karena
tidak ada izin wali, sclain itu scbagi nilai tambah penulis yang bergelut
dalam dunia hukum untuk meningkatkan sckaligus mempraktekkan ilmu
yang selama ini diperoleh dari IAIN Sunan Ampel Fakultas Syari’ah Jurusan

Ahwal Al- Syakhsiyah.
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2. Kogunaan sccara prakiis, yaitu dapat dijadikan scbagai bahan untuk
merumuskan program pembinaan kemasyarakatan scbelum pernikahan
berlangsung, schingga perkara pembatalan nikah tersebut tidak terulang

kembali.

F. Definisi Operasional
Untuk mempermudah dalam memahami judul penelitian ini maka akan
diuraikan definisi operasional scbagai berikut.

1. Putusan ialsh Keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan
adanya suatu sengketa.” Akan tetapi, putusan yang dimaksud dalam
penclitian ini ialah putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor:
724/Pdt.G/2007/Pa.Jbg.

2. Pembatalan nikah ialah pembatalan ikatan perkawinan oleh Pengadilan
Agama berdasarkan gugatan atau tuntutan dari pihak isteri atau suami yang
dapat dibenarkan oleh Pengadilan Agama, atau karena perkawinan yang telah
terlanjur menyalahi ketentuan-ketentuan hukum Islam.' Sedangkan definisi
pembatalan nikah dalam skripsi ini yakni pembatalan ikatan perkawinan oleh
Pengadilan Agama Jombang berdasarkan tuntutan dari pihak pemohon, yaitu

Muhammad Kamaluddin Hasan terhadap termohon, yaitu Sumilali binti

*Team Media Centre, Amandemen Updang-Undang Peradilan Agama, h. 95
“Sudarsono, Kamus Hukum, h.126
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Suparno karcna wali nasabnya tidak memberikan izin dalam pclaksanaan
pernikahannya.

3. Mazhab adalah metode (manhaj) yang dibentuk sctelah melalui pemikiran
dan penelitian, kemudian orang yang mecnjalaninya menjadikannya scbagai
pedoman yang jelas batasan-batasannya, bagian-bagiannya, dibangun di atas
prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah. Mazhab menurut ulama fikih ialah scbuah
metodologi khusus yang dijalani oleh scorang ahli fikih (mujtahid), yang
berbeda dengan ahli fikih lain, yang mengantarkannya memilih sejumiah
hukum dalam kawasan ilmu furz‘ Atau dalam istilah sederhuna mazhab
ialah sebuah aliran pemikiran tentang hukum Islam (figh). Sedangkan
mazhab Hanafiy ialah aliran pemikiran hukum Islam (fig/y yang dibawa oich
Imam Abil Hanifah dan para ulama pengikutnya (hanafiyyah).'' Oleh karena
itu, di dalam penelitian ini penulis menggunakan istilah mazhab Hanafiy

mencakup pemikiran dari Imam Abu Hanifah dan juga para pengikutnya.

G. Metode Penelitian

1. Data yang Dikumpulkan
a. Data yang terkait putusan Pengadilan Agama Jombang tentang

pcmbatalan nikah perkara nomor: 724/ Pdt.G/2007/PA.Jbg.

"“Asyqar, al-, Umar Sulaiman, si~Madkhal ila Dirasat al-Madaris wa al-Mazabib al-
Fighiyyal, b.126



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
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7) Mahmud Syalthwt, Figih Tujulr Madzhab,

8) Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum
Acara Pengadilan Agama dan Zakat;,

9) Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam,

10) Muhammad Jawwad Mughniyah, Figh Lima Madzhab,

11) Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam,

12) Slamet Abidin, Aminudin, Figh Munakahat,

13) Team Media Centre, Amandemen Undang-Undang Peradilan Agams,

14) Sohari Sahrani Tihami, Fikih Munakahast,

15) Umar Sulaiman al-Asyqar, a/-Madkhal ila Dirasat al-Madaris wa al-
Mazahib al-Fighiyyah,

16) Abd al-Rahman Al-Jaziriy, Figh ‘ala Mazahib al-Arba‘ah;

17) Dan }ain-iain.

3. Teknik Pengumpulan Data
a. Wawancara
Penulis mengadakan wawancara dan tanya jawab langsung dengan
hakim dan panitera Pengadilan Agama Jombang yang beriugas

menangani perkara tersebut, untuk memperolch data-data tentang
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putusan dan dasar pertimbangan para hakim dalam menyelesaikan
perkara pcmbatalan nikah karena tidak ada izin wali.
b. Dokumentasi
Pada studi ini penulis mencari dan mengumpulkan data yang
berasal dari catatan atau arsip-arsip tcrsimpan dan juga buku-buku yang
terkait dengan penelitian ini, schingga penulis dapat memahami,

mencermati dan menganalisis data sckunder tersebut.

4. Teknik Analisis Data
Setelah penulis mendapatkan data yang diperlukan, maka data
tersebut penulis analisis dengan metode analisis deskriptif. Metode analisis
deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena atau keadaan dalam
putusan Pengadilan Agama Jombang nomor: 724/Pdi.G/2007PA.Jbg
kemudian dianalisis berdasarkan perspektif mazhab Hanafiy. Hasil analisis
akan penulis simpulkan dalam bentuk deskripsi scbagai hasil pemecahan

persoalan yang ada.

H Sistematika Pembahasan
Dalam penyusunan penclitian ini penulis membagi dalam lima bab, di
mana mulai bab I sampai dengan bab V merupakan rangkaian dari bab-bab yang
saling berkaitan. Untuk lebih jelasnya uraian sistematika pembahasan dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut.
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Bab pertama, merupakan bab pendahuluan, yang terdiri dari: latar belakang
masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penclitian, kegunaan hasil
penclitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab ke dua, adalah bab tentang landasan teori atau kerangka konsepsional,
yang mendeskripsikan tentang konscp perwalian dan pembatalan nikah menurut
perspektif mazhab Hanafiy.

Bab ke tiga, ialah bab yang membahas tentang data penelitian, yang terdiri
dari pembahasan tentang kedudukan dan kewenangan Pengadilan Agama
Jombang, deskripsi kasus tentang perkara permohonan pembatalan nikah, serta
pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam memutus perkara pembatalan nikah
di Pengadilan Agama Jombang.

Bab ke empat, yaitu bab mengenai analisis putusan Pengadilan Agama
Jombang Nomor: 724/Pdt.G/2007/PA.Jbg tentang pembatalan nikah dengan
alasan tidak ada izin wali menurut perspektif mazhab Hanafly.

Bab ke lima, adalah bab penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



BABII

KUNSEP YEXWALIAN DAN PEMBATALAN NIKAH MENURUT

PERSPEKTIF MAZHAB HANAFIY

A. Mazhab Hanafiy'

i.

Profil Imam Mazhab (Imam Abu Hanifah r.a)

Lengkapnya, nama Imam Abu Hanifah adalah Nu’man bin Sabit bin
Zuta, lahir pada tahun 80 H di kota Kufah dan meniggal tahun 150 H (tahun
lahimya Imam Syafi’iy). Ketika beliau lahir umat Islam berada dibawah
kekhalifahan Bani ‘Umayyah, tepatnya khalifah Malik bin Marwan, sedang
di Irak sendiri yang menjadi walinya adalah al-Hajjaj as-Saqafiy.

Di waktu muda beliau juga merasakan keadilan khalifah ‘Umar bin
‘Abdul ‘Aziz, dan hidup beliau terus berlanjut ketika Bani ‘Umayyah jatuh
dan digantikan oleh Bani ‘Abbasiyyah. Jadi bisa dikatakan bahwa beliau
sangat mengetahui tentang polemik, kemajuan dan kemunduran kckhalifahan
Bani ‘Umayyah. Sedangkan ketika beliau wafat umat Islam berada dibawah
kekhalifahan al-Mansur dari Bani ‘Abbasiyyah.

Beliau termasuk kalangan fab/‘in, secbab waktu itu beberapa sahabat
masih hidup, seperti Anas bin Malik r.a di Basrah, Abduilah bin Abi ‘Aufa di

Kufah, Abu Thufail ‘Amir bin Wailah di Makkah dan Sahl bin Sa‘d bin

'Bttp://ragab304.wordpress.com/2009/02/1 3/mazhab-hanafi/
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Sa“‘idiy di Madinah, namun beliau tidak pernah bertemu dengan seorangpun

diantara mereka. Dengan demikian mazhab ini adalah mazhab yang tertua

diantara mazhab-mazhab Ah/us Sunnah.

a. Menuntut limu

Seperti kebiasaan ulama lainya, masa kecilnya dilalui dengan
menghafal al-Qur’an kemudian beberapa hadits-hadits penting. Sedang
kehidupan ilmiyahnya dimulai dengan menekuni Iimu Kalam, mungkin
dikarenakan kondisi masyarakat Irak yang saat itu banyak perbedaan dan
perdebatan masalah akidah schingga memberikan pengarul icrhadap
kecenderungan Abu Hanifah muda. Namun lama-kelamaan beliau
menyadari bahwa selama ini ia telah mengikuti jalan yang tidak pernah
diikuti para salafuna ash-shalih dan sibuk dengan perdebatan-perdebatan
yang tidak jelas manfaatnya. Inilah yang menjadi fakior asasi perubalian
haluan ilmu beliau ke bidang figh yang lebih nampak manfaatnya di
tengah masyarakat.
Dalam belajar figh, Imam Abu Hanifah mengambil figh ulama

Kufah dari berbagai aliran dan metode yang ada di sana, sementara
sebagaimana yang kita ketahui bahwa figh Kufah secara umum bermuara
pada metode beberapa orang tokoh seperti Aliy bin Abi Talib, Ibnu
Mas‘ud, ‘Algamah (murid Ibnu Mas‘ud) dan [brahim an-Nakha’iy,

metode mercka itu diistilahkan dengan figh al-givas wa at-takhrij.
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Disamping itu beliau juga sempat mendengar pengajaran ulama besar
tabi7n seperti Ata’ bin Abi Rabah, Nafi‘ Maula Ibnu ‘Umar dan Hammad
bin Abi Sulaiman.

Setelah beberapa lama mengembara mendengar dan belajar dari
ulama-uiama Kufah, akhimya Imam Abu Hanifah r.a mengambil sikap
untuk belajar figh secara khusus dari scorang ulama saja atau yang
dikenal dengan istilah mulazamah, dalam hal ini beliau belajar kepada
Hammad bin Abi Sulaiman r.a yang merupakan murid ‘Algamah bin Qais
r.a (murid Tbnu Mas‘ud r.a) sekitar awal abad ke dua hijriyah. Imam
Hammad sendiri waktu itu adalah salah seorang ulama besar kalangan
1abiTn di Kufah. Dan discbutkan dalam banyak buku bahwa Imam Abu
Hanifah sclalu menyertai gurunya ini sampai akhir hayatnya, yaitu
selama 18 1ahun. Bahkan beliau menyamakan posisi gurunya ini dengan
orang tuanya.

. Abu Hanifah Seorang Guru

Pasca meniggalnya Imam Hammad bin Abi Sulaiman pada tahun
120 H., posisinya digantikan oleh Imam Abu Hanifah. Dalam mengajar
beliau sering mengemukakan hal-hal baru dan sering juga mendcbui
banyak pendapat, bahkan dalam mengajar tidak sckali beliau
menggunakan metode diskusi dengan murid-muridnya, dan jika sebuais

pcinbahasan sampai  kepermasalahan adat, mas/ahah dan masaiah
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keadilan, semuanya terdiam. Namun di saat yang sama beliau juga
dikenal sebagai scorang guru yang banyak diam, menghargai pendapat
orang lain, ahli ibadah, zuhud, wara’ dan tawadhu’. Dengan demikian
beliau menggabungkan dua dunia; dunia pasar dan dunia ilmu, dari dunia
pasar beliau mendapatkan kekuatan berdebat dan logika, dan dari dunia
ilmu beliau mendapat sinar ke-tawadhu’-an.

Dengan scgala kelebihan yang dimilikinya menycbabkan banyak
orang yang mengikuti majlis ilmu dan metodenya dalam figh. Dan tidak
scadikit juga pujian datang baik itu sccara lerang-terangan disampaikan
kepada beliau maupun yang tidak, baik dari yang sealiran maupun tidak,
dari khalifah sampai masyarakat biasa.

Dalam mengajar, metode beliau mirip dengan metode yang
dipakai Socrates. Beliau tidak sekedar menyampaikan ceramah, bahkan
lebih banyak mengemukakan masalah-masalah dan dilemparkan kepada
murid-muridnya sembari memberikan dasar-dasar pijakan dalam
menetapkan hukum, kemudian mercka berdiskusi dan berdebat
bersamanya, dan di akhir beliau baru mengeluarkan pendapatnya.

Metode seperti ini tentunya hanya bisa dilakukan olch orang-
orang yang berjiwa besar dan memiliki kepribadian yang kuat, karena ia
satu saat akan berada di posisi murid dan di saal yang lain beradu di

posisi guru. Dan tujuan dari metode ini adalah untuk meluaskan
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wawasan, menguatkan ilmu murid dan guru dalam waktu yang
bersamaan.

Bagi Imam Abu Hanifah, murid-muridnya merupakan orang-orang
yang paling beliau cintai, seperti hubungan bapak dengan anak. Bahkan
ketika Abu Yusuf terlambat menghadiri majlis beliau karena membuntu
orang tuanya dalam mencari nafkah hidup, beliau panggil dan setelah
mengetahui alasannya beliau tidak sungkan-sungkan memberikan 100
dirham agar Abu Yusuf tidak lari lagi dari majlis beliau, dan hal ini tidak
terjadi sekali saja.

. Metode Figh Abu Hanifah

Adapun metodenya dalam figh scbagaimana perkataan beliau
sendiri: “Saya mengambil dari Kirabullah jika ada, jika tidak saya
temukan saya mengambil dari Sunnah dan Asar dari Rasuiullah saw yang
sahih dan saya yakini kebenarannya, jika tidak saya temukan di daiam
Kitabullgh dan Sunnah Rasulullah saw, saya cari perkataan Sahabui, saya
ambil yang saya butuhkan dan saya tinggalkan yang tidak saya butuhkan,
kemudaian saya tidak akan mencari yang di luar perkataan mereka, jika
permasalahan berujung pada Ibrahim, Sya’biy, al-Hasan, Ibnu Sirin dan
Sa‘id bin Musayyib (karena beliau menganggap mercka adalah nujiahid)

maka saya akan berijtihad sebagaimana mereka berijtihad™.
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Metode yang dipakainya itu jika kita rincikan maka ada sekitar 7

Usul Istinbat yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah: al-Qur’an;

Sunnah, fjma’, Perkataan Sahabat, Qjyas, Istihsan dan ‘Urf(Adat).

i)

3)

4)

Al-Qur'an, Abu Hanifah memandang al-Qur’an secbagai sumber
pertama pengambilan hukum scbagaimana imam-imam lainnya.
Hanya saja beliau berbeda dengan secbagian mereka dalam
menjelaskan maksud (dilalah) al-Qur'an tersebut, scperti dalam
masalah mafhum mukhalafah.

Sunnah/Hadits, Imam Abu Hanifah juga memandang Sunnah scbagai
sumber hukum kedua setelah al-Qur’an sebagaimana imam-mam yang
iain. Yang berbeda adalah beliau menctapkan syarat-syarat khusus
dalam penrimaan sebuah hadits (mungkin bisa dilihat di usu/ figh),
yang memperlihatkan bahwa Abu Hanifah bukan saja menilai scbuah
hadits dari sisi sanad (perawi), tapi juga meneliti dari sisi matan (isi)
hadits dengan membandingkannya dengan hadits-hadits lain dan
kaidah-kaidah umum yang telah baku dan disepakati.

Iima‘%, Imam Abu Hanifah mengambil jima* secara mutlak tanpa
memilah-milih, namun setelah meneliti kebenaran terjadinya jima*
terscbut.

Perkataan Sahabat, metode beliau adalah jika terdapat banyak

perkataan sahabat, maka bcliau mengambil yang sesuai dengan



5)

6)
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ijtihadnya tanpa harus keluar dari perkataan sahabah yang ada itu, dan
jika ada beberapa pendapat dari kalangan 73bi‘7n beliau lebih
cenderung berijtihad sendiri.

Qiyas, belaiu menggunakannya jika mendapatkan permasalahan yang
tidak ada nash yang menunjukkan solusi permasalahan tersebut secara
iangsung atau tidak langsung (di/alah isyarah atau tadammuniyyah).
Disinilah nampak keicbihan Imam Abu Hanifah dalam mencari sebab
( ‘ifiat) hukum.

Istihsan, dibandingkan imam-imam yang lain, Imam Abu Hanifah
adalah orang yang paling seirmg menggunakan Jstihsan dalam
menectapkan hukum.

‘Urf, dalam masalh ini Imam Abu Hanifah juga termasuk orang yang
banyak memakai ‘urf dalam masalah-masalah fury® figh, terutama
dalam masalah sumpah (yamin), lafaz falag, pcmbebasan budak, akad

dan syarat.

Imam Abu Hanifah dan Ulama Yang Semasa Dengannya

Diantara ulama-ulama yang semasa dengannya di Kufah adalah

Imam Sufyan as-Sauriy r.a (ulama hadits), Imam Syarik bin “Abdillah an-

Nakha’iy (ulama figh) dan Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Abi Laila

(ulama figh). Hubungan antara Imam Abu Hanifah dengan mercka tidak

terlalu baik, perbedaan antara ahli hadits dengan ahli ra’yi berpengaruh



25

kepada hubungan beliau dengan Imam as-Sauriy r.a, sedangkan dengan
Imam Ibnu Abi Laila r.a, yang waktu itu menjadi gadiy di Kufah, kurang
harmonis juga karcna beliau sering mengeluarkan fatwa yang berbeda
dengan Imam Ibnu Abi Laila r.a, schingga kadang-kadang ada peringatan
dari pemimpin negeri agar Imam Abu Hanifah tidak mengeluarkan fatwa,
sementara dengan Imam Syarik r.a ada sedikit persaingan karena satu
masa. Meskipun demikian Imam Abu Hanifah r.a tetap memiliki
kharisma yang tinggi di kalangan masyarakat, terbukti banyak sekali
murid-muridnya yang menjadi ulama besar, diantara muridnya yang
terkenal adalah Imam Abu Yusuf Ya’qub bin Ibrahim al-Ansariy, Imam
Muhammad bin Hasan bin Fargad asy-Syaibaniy (kemudian dikenal
sebagai sahiba Abi Hanifah ulama besar mazhab Hanafiy), Imam Zufar

bin Huzail bin Qais al-Kufiy dan Imam Hasan bin Ziyad al-Luv’iv’iy.

2. Profil Rigkas Imam Abu Yusuf
Lengkapnya beliau bernama Abu Yusuf Ya’qub bin Ibrahim bin
Habib al-Ansariy. Lahir kira-kira tahun 113 H dan meninggal tahun 182 H.
Banyak ulama yang menganggap beliau adalah seorang mujfahid mutiag,
setary dengan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi’iy dan Imam
Ahmad bin Hanbal.
Guru yang paling berpengaruh dalam pembentukan dan pembinaan

ilmu beliau adalah Imam Muhammad Ibnu Abi Laila al-Qadiy dan kemudian
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Imam Abu Hanifah sendiri. Abu Yusuf mengambil figh dan belajar banyak
dari Abu Hanifah, disebutkan sekitar 17 tahun lamanya Abu Yusuf
mclakukan muazamah dengan Abu Hanifah dan bisa dikatakan Abu
Hanifahlah yang mengisi pundi-pundi ilmu Abu Yusuf sehingga menjadi
seorang yang tidak kalah hebatnya dri Abu Hanifah sendiri, sedang dari Ibnu
Abi Laila, Abu Yusuf banyak belajar tentang qada’ (hukum dan kehakiman),
dengun demikian Abu Yusaf telah mendapatkan figh secara ilmmu dan praktek
sekaligus dari dua tokoh tersebut. Namun demikian Imam Abu Hanifuh tetap
orang yang paling berpengaruh pada dirinya bahkan beliau menganggap Abu
Hanifah lebih dari orang tua dan keluarganya sendiri.

Disamping belajar khusus dari kedua Imam di atas, Abu Yusuf juga
belajar dari banyak ulama-ulama besar lainnya, seperti Abu Ishaq asy-
Syaibaniy, ‘Abdul Malik bin Juraih, al-Hajjaj bin Artah, Sufyan bin
‘Uyaynah, ‘Ubaidillah bin ‘Umar, ‘Abdullah bin ‘Umar, Malik bin Anas,
iuhammad bin Ishaq (pengarang a/-Magaziy), dan ulama-ulama lainnya dari
Hijaz, irak dan negeri-negeri lain. Maka tidaklah mengherankan jika beliau
dikatakan lebih fagih dari Abu Hanifah, kita saksikan sendiri bagaimana
imam Abu Yusuf mengambil ilmu dari dua aliran besar figh ketika itu,
Madrasah ar-Ra’yi dan iadrasah al-Hadis. Yahya bin Ma’in berkomentar:
“Saya tidak pernah melihat di kalangan ashab ar-ra’yi yang paling sabit

(kuat) dalam masalah hadits, paling kuat hafalan (24fay) dan paling sahih
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riwayatnya dari Abu Yisuf”. Dan tentang pengaruh beliau di kalangan
masyarakat kita cukupkan dengan komentar Imam Ahmad bin Hanbal:
“Dalam menulis atau mengambil hadits awalnya saya sering mendatangi Abu
Yisuf dan saya menulis hadits darinya, kemudian saya mendatangi orang
banyak dan mercka berkata: “Abu Yusuf lebih kami senangi dari Abu
Hanifah dan Muhammad (Tbn Hasan)”. Banyak sekali kisah dan komentar
dari para ulama yang mencmpatkan Abu Yusuf sebagai figur ulama besar
umai ini, yang memang pantas memangku gelar qadi al-qudah untuk pertama
kalinya di masa Harun ai-Rasyid dan terus berlanjut sampai masa al-Mahdiy
dan al-Hadiy.

Beliau termasuk ulama yang banyak mengarang buku, akan tetapi
karangan beliau yang masih bertahan sampai saat ini hanya beberapa saja
seperti buku al-Asar, Ikhtilaf Ibni AbI Laila Wa Abi Haniluh, ar-Radd ‘Ala
Siyar al-Auza‘ly, dan karangan monumental beliau a/-Kharraj, yang sampai

saat ini banyak dipelajari pakar ckonomi dunia.

. Profii Ringkas Imam Muhammad bin Hasan asy-Syaybaniy

Beliau adalah Muhammad bin al-Hasan bin Farqad asy-Syaybaniy,
lahir di dae;a'n Wasit (di Irak) tahun 132 H, dan tumbuh di Kufeh schingga
kemudian belajar dari Imam Abu Hanifal. Sclain Abu Hanifal, Imam

Muhammad juga belajar dari Mus'ir bin Kidam, Sufyan as-Sawriy, ‘Umar bin
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Zar, Malik bin Magul, Malik bin Anas, al-Awza‘iy, Zam‘ah bin Salih, Bakir
bin ‘Ammar dan Abu Yusuf.

Sedangkan diantara ulama-ulama yang pernah belajar kepada beliau
seperti Imam Syafi‘iy r.a, Abu Sulaiman al-Jawzjaniy (guru Imam TirmiZzi),
Abu ‘Ubaid al-Qasim bin Salam dan lan sebagainya.

Beliau meninggal pada hari yang sama dengan Imam al-Kasa’i tahun
189 H di Ray, schinga Khalifah Harun ar-Rasyid berkata: “Telah pergi hari
ini /ugah dan figh”.

Imam Muhammad bin Hasan banyak menulis buku dibanding ulama
lain yang semasa dengannya dan buku-bukunya tersebut juga banyak yang
masih ditemukan saat ini. Buku-buku tersebut di kemudiun hari dijadikun
scbagai referensi utama mazhab Hanafiy sebagaimana yang diungkapkan
Syaikh ai-Kawsariy. Yang monumental adalah kitab al-Mabsuf, dan
disebutkan juga bahwa seorang ahli hikmah dari kalangan Ahli Kitab

memeluk Islam setelah membaca buku ini.

. Tingkatan Ahli Figh Mazhab Hanafiy ( Tabaqgat Fugaha’ al-Hanafiyyah)
Mengetahui tingkatan-tingkatan dalam sebuah mazhab sangat
berguna dalam bermazhab, schingga secorang yang bermazhab bisa
memposisikan dirinya dan bisa melakukan pemililian-pemiiibian ((arfily) yang
benar jika terjadi pertentangan pendapat di dalam satu mazhab, karena

mengikuti yang rajif (pendapat yang kuat) merupakan sebuah kemestiau baik



29

bagi mujtahid maupun muqgallid, terlebih lagi dalam menghukum dan

berfatwa.

Imam Muhammad bin Sulaiman (Ibnu Kamal Basya) membagi ahli
figh secara umum kepada tujuh tingkatan:

a. Tingkatan Mujtahid Agama, yaitu ulama yang mampu merumuskau
kaedah-kaedah usu/ dan mampu meneiapkan hukum furu‘ dari empai
sumber (dali) utama secara independen, tanpa fagfid (mengikut) kepuda
siapapun, seperti para imam yang empat (Imam Abu Hanifah r.a, Imam
Malik r.a, Imam Syafi‘iy r.a dan Imam Ahmad bin Hanbal r.a).

b. Tingkatan AMujtahid Mazhab, yaitu ulama yang mampu mengolah daffi-
dalil dan kemudian menghasilkan hukum dengan bantuan kaedah yang
telah ditetapkan guru-guru mereka, jadi meskipun di sebagian
pertasalahan mercka berbeda dengan sang guru, akan tetapi meercka
masih mengikut (7aglid) dari sisi kaedah wusu/ Dalam hal ini dalam
mazhab Hanafly seperti Imam Abu Yusuf r.a, Muhamumad bin Hasan r.a
dan murid-murid Abu Hanifah r.a iainnya.

c. Tingkatan Mujtahid dalam permasalahan-permasalakan yang tidak
ditemukan riwayat atau sumber langsung dari sahib al-madzhab (Imam
Abu Hanifah r.a), namun mercka tidak mampu menyalalii pendapat
Imam, baik dalam segi usu/ maupun firu', hanya saja merecka menetapkan

hukum-hukum dengan menggunakan kaedah use/ yang ditctapkan Imam.
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Ulama tingkatan ini seperti al-Khasaf (w. 261 H), Abu Ja‘far at-Tahawiy
(w. 321 H), Abu al-Hasan al-Karkhiy (w. 340 H), Syamsul A’immah al-
Halwaniy (w. 448 H), Syamsul A’immah as-Sarkhasiy (w. 500 H),
Fakhrul Islamal-Bazdawiy (w. 482 H), Fakhruddin Qadikhan (w. 593 H)
dan lain scbagainya.

. Tingkatan Ashab at-Takhrij dari golongan mugqallidin (lawan mujtahid)
yaitu ulama yang belum mampu berijtihad dalam masalah usu/ akan
tetapi dengan kemampuan mercka menguasai permasalahan usy/ dan
kuedah wsuwl, mercka mampu menjelaskan ungkapan atau istilah yang
bersifat umum yang memiliki beberapa kemungkinan makna dan
menjclaskan hukum yang memiliki dua kemungkinan, apakah hukum ini
dari sahib al-mazhab atau dari murid-muridnya, kemampuan mereka ini
ditopang juga dengan kekuatan logika dan nalar mereka terhadap usu/ dan
kaedah-kaedah, dan kemudian mereka bisa menerapkannya ke dalam
permasalahan furv* yang semisal atau tergolong kedalam kategorinya.
Ulama tingkatan ini seperti Imam Ahmad bin ‘Aliy bin Abu Bakr ar-
Raziy yang lebih dikenal dengan Imam Jasas, pengarang Ahkam ai-
Qur’an (w. 370 H).

. Tingkatan Ashab at-Takhrij juga, namun tingkatan ini mercka hanya baru
mampu memilih-milih  riwayat-riwayat atau perbedaan-perbedaan

pendapat yang ada, biasanya mercka sering menggunakan kata-kata faze
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awla (inilah yang lebih utama), haza asahhur riwayah (ini riwayat yang
paling benar), haza awdah (ini yang paling jelas), haza awfaq Iil giyas (ini
yang paling scsuai dengan ¢iyas) atau haza arfag lin nas (ini yang paling
ringan bagi manusia). Contoh ulama Hanafiy jenis ini seperti Imam Abu
Ilasan ai-Qadduriy dan Imam al-Marginaniy, pengarang a/-Hidayah (w.
593 H).

f. Tingkatan Pengikut (Mugallid) yang mampu membedakan antara al-aqwa
(vang paling kuat), al-gawiy (yang kuat), ad-da’if (yang lemuh), zaftir ar-
riwgyah, zahir al-mazhab dan riwayah nadirah, biasanya mercka tidak
mengutip perkataan-perkataan yang ditolak dalam mazhab dan riwayai-
riwayat yang lemah. Mercka adalah ulama-lama pengarang matan yang
sering dipakai di kalangan mazhab, seperti pengarang kitab a/-kanz
pengarang kitab a/-mukhtar, pengarang kitab s/-wigayah, dan pengarang
kitab al-majma .

g. Tingkatan Muqgallid yang tidak mampu melakukan hal-hal yang di atas,
dan mengenai kelompok ini Ibnu Kamal Basya mengomentari:

“Celakalah siapa yang mengikuti mereka ini!”.

5. Tingkaian Jenis Permasalahan Dan Buku Referensi Dalam Mazhab Hanafiy
Salah satu ciri khas mazhab Hanafiy adalah dalam metode pengajuran
dan penulisan buku, merecka biasa mengumpulkan masalah-masaiah furu”

untuk kemudian dicarikan hukumnya dan diwariskan discliap generasi, dari
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masalah-masalah itulah mercka menghasilkan kaidah-kaidah umum baik

dulain bidang ilmu usu/ maupun ilmu figh, jadi yang diwariskan dari imam-

imam mereka bukaniah kaidah-kaidah yang baku scbagaimana yang lazim di

mazhab lain, melainkan sekumpulan permasalahan. Inilah yang dikemudian

hari menjudikan mereka membentuk satu aliran besar dalam bidang usa/ figh,
aliran fanafiyyah atau aliran fugaha’. Dan budaya ini juga yang
mencinpatkan mereka sebagai perintis lahirnya ilmu gawa’id fighiyyah.

Terdapat 3 jenis permasalahan yang diriwayatkan dalam buku-buku
referensi mazhab Hanafiy:

a. Permasalahan zahir ar-riwayah (masalah asasi/ usul), yaitu masalah-
masalah yang diriwayatkan dari ashab al-mazhab (Imam Abu Hanifah,
Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad) atau yang dikenal juga dengan
sebutan “Ulama yang tiga”, di beberapa kesempatan kadang juga
memasukkan murid-murid Abu Hanifah yang lainnya. Masalah-inasalah
ini dapai dijumpai dalam karangan-karangan Imam Muhammad bin
Hasan asy-Syaybaniy seperti a/-Mabsut (al-Asthi), az-Ziyadat, al-Jami’
ay-Sagir, al-Jami’ al-Kabir, as-Siyar ash-Sagir dan as-Siyar al-Kabir.

Permasalahan ini disebut zahir ar-riwayah karena diriwayatkan
dari Iinam Muhammad secara yakin dan pasti, mufawatir atau paling
kurang masyhur. Ada satu buku lain yang juga dikenal scbagai buku asasi

yaitu buku #/-Kafiy karangan Imam Muhammad bin Muhammad bin
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Ahmad al-Maruziy al-Balkhiy, buku ini merupakan buku referensi utama
dalam mazhab.

b. Permasalahan nawadir, yaitu masalah-masalah yang diriwayatkan dari
ashab al-mazhab namun bukan dari buku-buku yang discbutkan di jenis
pertama, bisa jadi di buku-buku karangan Imam Mutianuinad yang iain
seperti al-Kisaniyat, al-Haruniyat, al-Jurjaniyat dan ar-Riqqiyat.

c. Permasalahan al-fatawi wa al-waqi’at, yaitu masalah-masalali yang
dihasilkan para mujtahid generasi belakangan ketika ditanya namun tidak
mendapatkan jawaban pada riwayat-riwayat yang ada dari ashab al-
mazhab. Contoh buku-buku yang tergolong jenis ini seperti an-Nawazil
karangan Abu Lays as-Samarqandiy, Majmu’ an-Nawazil Wa ai-Hawadis
Wa al-Wagi’st karangan Ahmad bin Musa al-Kasyiy, a/-Wagqi'al
karangan Abul Abbas Ahmad bin Ahmad ar-Raciy, a/-Muhif karangan
Radiyuddin as-Sarkhasiy dan lain-lain.

Jika terjadi pertentangan antara masalah-masalah terscbut maka
didahulukaniah yang dahulu berdasarkan urutan di atas.

Pembagian jenis permasalahn tersebut sekaligus menjelaskan urutan
buku dan referensi yang digunakan di dalam mazhab Hanafiy.

Diantara buku-buku penting yang juga menjadi pegangan pokok

seperti kilab a/-Hidayah Syarh Bidaysh al-Mubtadi’ karangan Syaykhui



34

Islam al-Marginaniy, a2-Zakirah al-Burhaniyysah yang juga karangan beliau,
dan Badai’ as-Sanai’ karangan Imam al-Kasaniy.

Akan tetapi, disamping buku-buku diatas, masih banyak buku-buku
iain yang menjadi referensi penting dalam figh Hanafly, baik itu berupa

mutun, mukhtasar, maupun syuruh.

. Penyebaran Mazhab Hanafiy
Mazhab Hanafiy banyak berkembang awalnya di Bagdad dan Kufah,
namun kemudian terus meluas sampai ke daerah-daerah lain, khususnya yang
pernah berada di bawah kekuasaan ‘Abbasiyah, seperti Mesir, Syam, Tumis,
Jazair, Tripoli, Yaman, India, Parsi, Romawi, Cina, Bukhara, Afghan,
Turkistan bahkan Brazil. Sampai saat ini bisa dikatakau inazhab Hanafiy
banyak dipakai di Irak, Syam/ Syiria, India, Turkisian, negera-negara
Kaukasia, Turki, Albania dan di kawasan Balkan.
Diantara poin penting yang menjadikan penyebaran mahzab ini ke
banyak negeri adalah:
a. Banyaknya murid Abu Hanifah dan perhatian mercka dalam menyebarkan
dan menjelaskan pendapat-pendapat Imam mereka.
b. Mazhab Hanafiy dijadikan scbagai mazhab resmi negara semasa
kekuasaan ‘Abbasiyyah.
c. Pengangkatan Imam Abu Yusuf sebagai gadi al-qudah (hakim tertinggi)

yang memiliki kekusian dalam memilih gudahs (hakim-hakim) di daerah-
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daerah, dan para hakim terscbut sclalu memakai pendapat Imam Abu
Yusuf dalam memutuskan perkara-perkara.

d. Pecihatian besar ulama-ulama mazhab ini dalam percepatan pertumbuhan
mazhab Hanafiy dengan mencurahkan kemampuan mereka dalam mencari
1llat hukum dan sckaligus memprakiekkannya dalam banyak masalah-
masalah baru yang timbul. Hal ini menjadi mazhab ini selalu memiliki

solusi-solusi dalam setiap permasalahan.

B. Perwalian dalam Nikah Mcoura Porspokiil Mt iinuaiy

1. Pengertian
Perwalian, dalam literatur fikih Islam disebut dengan a/-walayah (a/-
wilayah), scperti kata ad-dalalah yang juga disebut dengan ad-dilalah. Sccara
etimologis, dia memiliki beberapa arti. Di antaranya adalali cinta (a/-
nahabbah) dan pertolongan (an-nasrah) seperti dalam penggalan ayat waman
yatawalla allaha wa rasilahii dan kata-kata ba‘dubum awliva’u ba‘dim, juga
berarti kekuasaan/ otoritas (8s-sultah wal-qudrah) seperti dalam ungkapan a/-
waliy yang berarti “orang yang mempunyai kekuasaan". Sedangnan hakikat
dari al-walayah (al-wilayah) adalah tawalljy al-amr (mengurus/ menguasai

sesuatu).z
Adapun yang dimaksud dengan perwalian dalam terminologi para

fugsha’ ialah kekuasaan/ otoritas (yang dimiliki) sesecorang untuk secara

“Mubammad Amin Suma, Hukum Keluvargs Islam di Dunia Islam, h. 134
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langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat)
atas seizin orang lain.’

Orang yang mengurusi/ menguasai sesuatu (akad/ transaksi), disebut
wali seperii dalam penggalan ayat: falyumlil waliyyvhu bil ‘adii. Kata a/-
walfyy muasnnas-nya al-waliyyah dan jamakiya al-awliya’, berasal dari kaia
wala - yali - walyan - wa walayatan, secara harfiah berarti yang mencintai,
teman dckat, sahabat, yang menolong, sekutu, pengikut, pengasul dan orang
yang mengurus perkara (urusan) ses¢orang.

Atas dasar pengertian semantik kata wali di atas, dapatlah dipahumi
dengan mudah mengapa hukum Islam menetapkan bahwa orang yang paling
berhak untuk menjadi wali bagi kepentingan anaknya adalali ayah.
Alasannya, karena ayah adalah tentu orang yang paling dekat, siap menolong,
bahkan yang selama itu mengasuh dan membiayai anak-anaknya. Jika tidak
ada ayahnya, barulah hak perwaliannya digantikan oleh keluarga dekal
lainnya dari pihak ayah.

Para ulama dari mazhab Hanafiy, membedakan perwalian ke dalam tiga
kelompok, yaitu perwalian terhadap jiwa (a/-walayah ‘alan-nafs), perwalian
terhadap harta (a/-walayah ‘alal-mal), serta perwalian terhadap jiwa dan

harta sekaligus (a/-waldyah ‘alan-nafsi waf-mali ma‘an).!

3 Ibid, h. 134
4 Ibid, b. 134-135
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Perwalian dalam nikah tergolong ke dalam a/-walsyah ‘alan-nafs, yaitu
perwalian yang bertalian dengan pengawasan (a/-isyrafj terhadap urusan yang
berhubungan dJengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan,
pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan, dan aktivitas anak (keluarga)
yang hak kepengawasannya pada dasarnya berada di tangan ayah, atau kakek,
dan para wali yang lain.

Perwalian terhadap harta ialah perwalian yang berhubungan dengan
ihwal pengelolaan kekayaan tertentu dalam hal pengembangan, pemeliharaun
(pengawasan) dan pembelanjaan. Adapun perwaliun terhadap jiwa dan harta
ialah perwalian yang meliputi urusan-urusan pribadi dan harta kekayaan, dan
hanya berada di tangan ayah dan kakek.’

Wali Nikah ialah orang laki-laki yang dalam suatu akad perkawinan
berwenang mengijabkan pernikahan calon mempclai pcrempuan. Akan tetapi,
mazhab Hanafiy berpendapat bahwa tidak diharuskan adunya wali nikah
dalam suatu akad perkawinan, karena menurut mereka wali nikah merupakan
syarat penyempurna (syartu taman) saja bukan syarat keabsahan (syarru

sihhak) dalam perkawinan.’

2. Konsep Nikah Tanpa Wali

S Ibid, b. 135-136
®Moh. ldris Ramulyo, Hukum Perkawipan, Hukum Kcwarisan, Hukum Acara Persdilan
Agama dan Zakal, h. 2
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Menurut pemikiran Imam Abu Hanifah perempuan mempunyai peran
dan hak penuh atas dirinya mengenai perkawinannya, schingga tidak
memerlukan adanya wali atas dirinya. Namun, ada kriteria dan syarat yang
harus dipenuhi agar mempunyai wewenang atas dirinya, yaitu:’

a. Calon suami harus se-kufi’ (sepadan);
Menurut mazhab Hanafly yang menjadi dasar kafa’ah adalaki:
1) nasab, yaitu keturunan atau kebangsaan;
2) Islam, yaitu dalam silsilah kerabatnya banyak yang beragama Islam;
3) hirfah, yaitu profesi dalam kehidupan;
4) dinayah atau tingkat kualitas keberagamaannya dalam Islam; dan
5) kekayaan.®

b. Mahar yang diberikan tidak kurang dari mahar misil.
Ukuran mahar misi/ ialah sebesar mahar yang diterima oleh perempuan
iain dalam keluarganya. Mazhab Hanafiy secara spesifik memberi batasan
mahar misil itu sctara dengan mahar yang pernah diterima oleh
saudaranya, bibinya, dan anak saudara pamannnya yang sama dan
sepadan umurnya, kecantikannya, kekayaannya, tingkat
keberagamaannya, negeri tempat tinggalnya, dan masanya dengan istri

yang akan menerima mahar tersebut.’

? Abdul Mujib, Kaidah-kaidzh llmy Figh, h. 32
®yaziriy, al-, Abd al-Rahman, Figh ‘ala Mazhib al-Arba‘al, b. 54-61
°Ibnu al-Hummam, Syarh Fath al-Qadir, h. 368
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Apabila syarat-syarat tersecbut tidak dipenuhi, maka orang tua bolch
mengajukan kepada pengadilan untuk mencegah perkawinan dan orang tua
(wali) bolech membatalkan perkawinannya. Akan tetapi scbaliknya, apabila
syarat-syarat tersebut sudah dipenuhi, maka orang tua (wali) tidak boleh
melarang atau mencegah perkawinannya.

Menurut Imam Abu Hanifah bahwa wanita yang telah baligh dan
berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan akad
nikah sendiri, baik wanita yang masih gadis atau janda. Tidak ada scorang
pun yang mempunyai wewenang atas dirinya alau menentang pilihannya
dengan syarat orang yang dipilihnya itu se-kufis’ (sepadan) denganaya dan
maharnya tidak kurang dari mahar misil'’

Baligh dan berakalnya seorang wanita merupakan salah satu syarat bagi
seseorang untuk mempunyai wewenang atas dirinya sendiri untuk
melangsungkan pernikahannya sendiri.

Ibnu Rusyd juga menyebutkan, bahwa wanita boleh melangsungkan
akad nikahnya (menjadi mu’agqid) tanpa wali, jika pilihannya se-kufu’ atau
sepadan.'!

Menurut mazhab Hanafiy, perwalian dalam nikah merupakan syarat
tamam (penyempurna) dan bukan merupakan syarat sahnya nikah, tetapi

sunnah saja hukumnya, boleh ada wali dan boleh tidak ada.'?

Muhammad Jawwad Mughniyah, Figh Lima Madzhab, h.354
""Ibn Rusyd, Bidayat al-Mujtahid wa Nibayat al-Mugtasid, h.214
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Mazhab Hanafiy meninjau ayat terscbut berdasarkan asbabun
nuziknya, yang mengemukakan contoh kasus Ma‘qil bin Yasar, yang
cnikahkan saudara perempuannya kepada scorang laki-laki muslim.
Beberapa lama kemudian laki-laki itu menceraikan perempuan tersebut.
Sciclah habis tenggang wakiu menunggu ( ddak), maka kedua bekas
suami isteri itu ingin kembali lagi bersatu sebagai suami isteri dengan
jalan menikah lagi, tciapi Ma‘qil bin Yasar tidak memperkenankan laki-
laki muslim itu kembali menjadi suami dari saudara perempuannya.

Sciclah beritu ini disampaikan kepada Rasulullah SAW, maka
turuniah ayat tersebut, yang mengatur dan melarang wali menghalangi
mercka kawin lagi dengan bekas suaminya.

Menurut mazhab Hanafiy, dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat
230 dan 232 di atas terdapat kata kerja “fankiha” dan “yankihs® yang
terjemahannya “menikah”, di sini pelakunya adalah wanita. Kata kerja
terscbut dalam isnad hagiqiy (riwayat) semestinya dilakukan oleh pelaku
aslinya, tegasnya tidak dilakukan oleh orang lain sebagaimana halnya
pada jsnad majaziy (kiasan). Olch karena itu, maka wanita tersebutlah

yang melakukan akad nikah, bukan diakadkan oleh walinya."’

c. Al-Qur’an Surat al-Baqarah ayat 234

" Ibid, b. 6
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Artinya: Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan
meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan
dirinya (ber-‘iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian
apabila telah habis ‘iddah-nya, maka tiada dosa bagimu (para
wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mercka menurut
yang patul. Allah mengetahui apa yang kamu perbual. (Al-
Baqarah [2]: 234)'¢

Pada ayat di atas terdapat kata kerja “fz‘alna”, yang artinya
mengerjakan, yang pelakunya adalah wanita-wanita yang suaminya telah
meninggal dunia tersebut. Ayat itu menunjukkan bahwa akad nikah yang
wiukukan oleh wanita yang suaminya telah meninggal dunia dan segala
sesudiu yang dikerjakannya ianpa menggantungkan kepada wali atau
izinnya adalah sah.

Jadi, wanita menurut mazhab Hanafiy mempunyai hak penuh

terhadap urusan dirinnya, termasuk menikah tanpa bantuan wali.!’

d. Hadis riwayat Jama‘ah:
e s ‘cﬁ:y ’,u;,«.umguwdj’,;;;s\; ’JL;;;:;;;;
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¢ fbid, h. 57
Y"™. Ali Hasan, Perbandingan Madzhab Figh, h. 136
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Antinya: Dari Abu Hurayrah r.a. Rasulullah saw tclah bersabda,
“Janganiah dinikahkan pcrempuan janda scbelum dimintai
pendapatnya dan perawan scbelum diminta izinnya.” Sahabat
bertanys, “Bagaimana cara izinaya perawan itu ya Rasulullah?”
Beliau menjawab, “Diamnya adalah izinnya”'®

e. Hadis riwayat Jama‘ah kecuali Bukhariy:

-
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Artinya: Dari Ibnu ‘Abbas r.a bahwa Rasulullah saw bersabda, "Janda ity
lebih berhak kepada dirinya sendiri daripada walinya. Dan
perawan hendaknya dimint ai izinnya dalam perkara dirinya. 19

Hadis tersebut menjadikan hak bagi wanita mengenai dirinya, dan
menafikan urusan orang lain dalam hal yang berhubungan dengan
nikahnya, serta melingkupi apa yang berhubungan decngan memiliii caiou
suami, juga yang berhubungan dengan akad.

Adapun mengenai perawan, bila melihat dari segi sifat dan
kebiasaannya yang malu-malu untuk menegaskan kerelaannya, lebih-lebih
untuk bertindak secara langsung dalam hal akad, syara‘ mencukupkaii
dengan sesuatu yang menunjukkan rela, untuk memberi keringanan
baginya. Akan tetapi, bukan berarti bahwa syara“ mencabut hakaya untuk

mencampuri langsung mengenai akad nikahnya. Oleh karena iiu, seiama

'8 Ahmad Mudjab Mahalli, Hadirs-badits Muttafaq ‘alsib, h. 39-40
' fbid, h. 39-40



perawan itu sudah baligah (dewasa) dan ‘agilah (berakal schat), ia
mendapat perlakuan yang sama sebagaimana janda, kepadanya dipandang

sama dalam hal urusan nikah.

f. Hadis yang mencrangkan pernikahan Nabi saw dengan Ummu Salamah,”
yaitu ketika beliau saw mengutus scscorang scbagai perantara untuk
meminangnya secara langsung, Ummu Salamah r.a berkata, “Tidak
terdapat seorang pun di antara wali saya yang hadir’. Kemudian

Rasulullah saw bersabda:

TN PP B IP E o080 #. 8. of
&J;JgJDY)MU&U)‘wb‘J.J

Artinya: Tidak ada scorang pun di antara walimy yang tidak menyukai,
baik hadir maupun tidak hadir.

Hadis ini menunjukkan tidak ada scorang pun dari wali Ummu Salamah
yang menghadiri berlangsungnya akad nikah, sebagaimana yang
diucapkannya.

Dengan demikian, hadis ini telah menunjukkan bahwa tidak ada
hak bagi wali untuk menyanggah dengan mengungkapkan
ketidaksukaannya yang tidak pada tempatnya. Hal tersebui jelus baliwa
sanggahan wali tidak dihiraukan jika memang pernikahan itu sudah kufi’,
lebih-lebih lagi dalam masalah akad tidak bergantung pada pelaksanaau

dari wali.

Mahmud Syalthut, Fikib Tujuh Mazhab, terjicmahan Abdullah Zakiy al-Kaaf, h. 124-125
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Para perawi hadis ini telah sepakat mengenai pernikahan Ummu
Salamah sebagaimana tersebut. Adapun riwayat (tambahan) ucapan
Ummu Salamah kepada anaknya, “Wahai ‘Umar, bangunlah dan
nikahkanlah aku dengan Rasulullah”, ataupun sabda Rasulullaii saw

kepada umar:

e {
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Artinya: Banguniah Nak, laiu nikahkaniah ibumu.

Itu adalah tidak sabit, karena tatkala Rasulullah saw menikah dengan
Ummu Salamah (ibunya ‘Umar), ‘Umar masih kecil dan belum punya
kewenangan untuk bertindak. Adapun pendapat bahwa hal ini termasuk
kexhususau Rasuiullah saw pun ditolak dengan kaidah yang tetap bahwa

kekhususan itu haruslah mempunyai dalil yang khusus.

. Dalil ar-Ra’yu(logika):

Adapun dalil secara logika mazhab Hanafiy mengatakan, bahwa
sudah jelas akad nikali mempunyai tujuan-tujuan utama yang khusus
terhadap wanila dan tidak scorang pun di antara para wali yang
menyertainya, yaitu seperti halal istimza“ (menggaulinya), wajib nafkah,
tempat tinggal, dan sebagainya mengenai hak-hak khusus yang diperoleh

wanita dengan sebab akad nikah.



Di samping tujuan-tujuan tersebut, akad nikah pun memiliki
kemanfaatan-kemanfaatan lain bagi para wali, seperti terciptanya
hubungan perbecsanan, yang kesempurnaannya bergantung pada
pemeliharaan kafa’ah. Juga asal pada akad semacam ini, harus dikuasai
oleh oiang yang khusus memiliki tujuan pokok pada akad tersebut. Dan
mengenai pemeliharaan orang ke tiga, cukup dengan memberinya hak
sanggah mengenai akad itu jika ada perkiraan tentang ketidakadaannya
kemanfaatan yang kembali kepadanya.

Selain itu, mazhab Hanafiy juga ber-hujjah dengan giyas, yaitu
apabila wanita bebas dalam akad jual beli dan akad urusan-urusan iain,
maka mereka juga bebas secara mutlak tentang akad perkawinan mereka.
Hal ini dikarenakan tiada perbedaan antara satu akad dengan akad yang
laii. Mereka juga men-giyaskan wanita dengan laki-laki dalam
mewalikan diri sendiri sclelah aqil baligh. Menghalangi wanita yang
Daligah “ayilah mengawinkan dirinya dengan laki-laki manapun yang se-
kufu’ adalah tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Isiain yang asas (gawa ‘id
al-Islam al-‘gmmak) >

Dengan demikian seorang wanita memiliki wewenang tcrhadup
dirinya dan dapat bertindak mengenai haknya tatkala dia sudah baligal

dan agifah. Oleh karena itulah, dia mempunyai hak bertindak mengenai

2 Alianoor Asmuni Basri, Nikah Tanpa Wali, h. 4
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harta dan memilih suami. Scdangkan dimintanya wali untuk
menikahkannya ialah agar tidak dianggap tidak punya rasa malu saja,
tetapi apabila ia mclangsungkan akad nikahnya sendiri maka

diperbolehkan.?

Peiubaialan iWikah Menurat Perspekiif Mazhab Hanafiy

. Pengertian

Pembatalan nikah di dalam figh munakahat discbut dengan istilah
“fasakl” atau “fasad’. Secara bahasa, menurut pendapat Ibnu Manzur dalam
Lisan al-‘Arab, fasakh berarti batal (nagada) atau bubar (f'.siu'.stqa).23

Scdangkan secara istilah, Abdul Wahab Khalaf memberikan penjelasan
oahwa apabila perkataan fasakh disandarkan kepada nikah, maka ia akan
mncimbawa maksud meinbaialkan atan membubarkan pernikahan oleh sebab-
sebab tertentu yang menghalangi kekalnya perkawinan tersebut.?

Peudapat Linamn Muhammad Abu Zahroh dalam kitabnya A/-Ahwal Al-
Syakhsiyyah menyebutkan bahwa fasakh hakikatnya adalah sesuatu yang
aikeiahui atau terjadi belakangai, bahwa terdapat sebab yang menghalangi
funggengnys pernikahan, atau merupakan konsekuensi dari diketahuinya

sesuatu yang mengiringi akad yang menjadikan akad tersebut tidak sah.”

ZMahmud Syalthut, Figih Tujul Madzhab, h. 125

Ibou Manzur, Lisan al-‘Arsb Juz I, h. 45

2K hallaf, Abdul Wahhab, Ahkam al-Abwal al-Syakhs{yah fi al-Syari‘at al-Islamiyyabh, b. 60
25 Abu Zahrah, A--Afwal Al-Syakhsiyyah, b. 324
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Jadi, pembatalan nikah ialah merusak nikah atau membatalkan
perkawinan antara suami istri yang dilaksanakan oleh hakim, karena sebab-
scuab yang dianggap sah untuk melaksanakan dan menetapkan adanya fasaks
itu, berdasarkan tuntutan dan keberatan-keberatan yang diajukan pihak istri

atau suami.

. Bentuk Pembatalan Nikah

Dari segi alasan terjadinya pembatalan nikah secara garis besar dapat
dibagi kepada dua sebab:

Pertaina, perkawinan yang sebelumnya telah berlangsung, ternyata
kemudian diketahui tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, baik
tentang rukun, maupun syaratnya; atau pada perkawinan iersebui lerdapat
halangan yang tidak membenarkan terjadinya perkawinan. Bentuk seperti ini
yang dalam kitab fikih disebul dengan /askh Bentuk ini dari segi
diselesaikannya di pengadilan terbagi menjadi dua:

a. Tidak memerlukan pengaduan dari pihak suami atau istri, atau dalau
artian hakim Japat memutuskan dengan telah diketahuinya kesaiahan
perkawinan scbelumnya melalui pemberitahuai  olch siapa saja.
Umpamanya akad nikah tidak dilakukan di hadapan saksi, sedangkun
hukum yang berlaku menyatakan bahwa saksi itu adaiali (ukun dalau
perkawinan; atau yang menikahkan adalah laki-laki yang kemudian

ternyata adalah ayah angkat. Hal ini menyalaii keicuivan ieaiang wali.
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Atau salah satu pihak keluar dari agama Islam. Hal ini menyalahi
persyaratan yang keduanya harus beragama Islam; atau antara suami istri
itu ternyata bersaudara atau ada hubungan nasab, musaharah, atau
persusuan. Perkawinan seperti ini harus dibatalkaa oleir hakim, baik
suami istri itu suka aiau tidak, karcna yang demikian menyalahi hukum.
Dalam hal ini pembatalan nikah karena tidak ada izin wali termasuk
kategori bentuk ini, yaitu jika mengikuti mazhab yang berpendapai
bahwa izin wali merupakan syarat sahnya nikah.”

b. Mesii adanya pcngaduan dari pihak suami atau istri atas dasar masing-
miasing pihak tidak menginginkan kelangsungan perkawinan tersebut.
Dalam arti bila keduanya sctuju atau rela untuk melanjutkan perkawinan,
perkawinan lidak harus dibatalkan. Umpamanya perkawinan yang
dilangsungkan atas dasar adanya ancaman yang tidak dapat dihindarkan.
Hal ini menyalahi persyaratan kerelaan dari pihak yang melangsungkan
perkawinan. Bila ancaman tersebut telah hilang sebenarnya masing-
masing pihak dapat mengajukan pembatalan perkawinan. Namun bila
keduanya telah rela untuk menlanjutkan perkawinan, perkawinan tidak
dibatalkan oleh hakim.”’

Kedua, pembatalan yang terjadi karena pada diri suami atau istri

ividapat scsuatu yang menycbabkan perkawinan tidak mungkin dilanjutkan,

26 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, b. 243
7 Ibid. h. 243
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karena kalau dilanjutkan akan menycbabkan kerusakan pada suami atau istri
atau keduanya seckaligus. Pembatalan perkawinan dalam bentuk ini dalani

kitab fikih disebut dengan khiyar fasakh.™

. Hukum dan Hikmah Pembalatan Nikah

Hukum pembatalan nikah pada dasarnya adalah mubah atau boleh,
iidak disuruh dan tidak pula dilarang; namun bila melilsi kepada kcadaan
dan entuk terteniu hukumnya sesuai dengan keadaan dan bentuk tertentu
itu.?

Adapun hikmah dibolehkannya pembatalan nikah adalal: mcmbciikan
kemaslahatan kepada umat manusia yang telah dan sedang menempuh hidup
berumah tangga. Dalam masa perkawinan itu mungkin diteniukau hai-iiai
yang tidak memungkinkan keduanya mencapai tujuan perkawinan, yaitu
kehidupan sakinah, mawaddal, dan rahmali, aiau perkawinan itu akan
merusak hubungan antara keduanya. Atau dalam masa perkawinannya itu
ternyata bahwa keduanya mestinya tidak mungkin melakukan pcrkawinau,
namun kenyataan telah ferjadi. Hal-hal yang memungkinkan mereka keluar

dari kemelut itu adalah dengan memutuskann iali perkawinan dengan

pembatalun nikah.

28 1bid, b. 244
¥ Ibid, h. 244
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4. Faktor Penycbab Terjadinya Pembatalan Nikah

Pembatalan nikah dalam bentuk pertama, yaitu perkawinan yang
scbelumnya iciah berlangsung, ternyata kemudian diketahui tidak memenuhi
petsyarstun yang ditentukan, baik tentang rukun, maupun syaratnya; atau
pada perkawinan tersecbut terdapat halangan yang tidak membonarkan
terjadinya perkawinan, jelas-jelas tidak memenulu peisyaratan perkawiiian
atau icidapai padanys halangan (mawani‘) nikah. Dalam ketentuan wnum
yang disepakati semua pihak ialah bahwa perkawinan yang tidak mcmenuni
syarat dan 1ukun atau teidapat padanya mawani*icrsebut dinyataka batal.

Ketentuan batal itu berlaku untuk memulai (/b/ida’) dan juga berlaku
untuk mclanjutkan (Jawam). ulama scpakat bahwa bila kesalahan atau
kekurangan itu terjadi sebelum berlangsung, maka wajib dihindaikan atau
dicegah dan bila terjadi setelah berlangsung, wajib dibaialkan.

Di dalam mazhab Hanafiy, dengan bolehnya perempuan dewasa
mengawinkan dirinya sendiri, bila si anak perempuan mengawinkan dirinya
dengan laki-laki yang tidak se-kufu’ dengannya, wali yang juga memiliki hak
alas kafa'al berhak mengajukan penccgahan perkawinan jika belum teijadi
perkawinan atau pembatalan bila sudah icijadi perkawinaa. Demiikian puia

bila anak percmpuan itu mengawinkan dirinya dengan mahar yang kurang
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dari mahar mJsi/, wali juga dapat mengajukan pencegahan atau pembatalan
nikah. *

Adapun pembatalan nikah dalam bentuk kcdua, yang disebut khiyvar
fasakh, yaitu pembatalan nikah yang discbabkan oleh karena terjudinya
sesuatu pada suami atau istri atau keduanya yang tidak mcmungkinkau
dilanjulkannya ikatan perkawinan, maka uraiannya sebagai berikut.

a. Pembatalan nikah karcna syigag
Salah satu penyebab terjadinya khiyar fasakh ini adalah
pertengkaran antara suami istri yang tidak mungkin didamaikai.
Pertengkaran ini discbut syigag’' Ketentuan tentang syigag dapat

ditemukan dalam firman Aliah:
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Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengkelaan antara keduanya,
maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan
seorang hakam dari keluvarga perempuan. Jika kedua orang
hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah
memberi 1aufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah
Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (An-Nisa’ [4]; 35)*

b. Pembatalan nikah karena cacat

* 1bid, h. 244
3 1bid, h. 245-253
2Departemen Agama Rl, a/-Qur’an dan Terjemabnya, h. 123
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Yang dimaksud dengan cacat di sini adalah cacat yang terdapat
pada diri suami atau istri, baik cacat jasmani atau cacat rohani atau jiwa.
Cacat tersebut mungkin terjadi sebelum perkawinan, namun tidak
diketahui oleh pihak lain atau cacat yang berlaku sctelah terjadi akad
perkawinan, baik ketahuan atau terjadinya itu setelah suami istri tersebut
bergaul atau belum.

Dalam hal ini mazhab Hanafiy berpendapat bahwa tidak bolch
berlaku khiyar fasakh karena ada cacat tubuh kecuali bila suami
mengalami impotensi atau terpotong alat kelaminnya,*

Mazhab Hanafily membatasi khiyvar fasakh itu pada cacat yang
terdapat pada alat kelamin, yaitu impotensi dan terpotong zakar pada
laki-laki dan rafga (tumbuh daging di alat vital perempuan) dan gama’
(tumbuh tulang di alat vital perempuan).

c. Pembatalan nikah karena ketidakmampuan suami memberi natkah

Suami sclama dalam masa perkawinan berkewajiban memberi
nafkah untuk istrinya, baik dalam bentuk belanja, pakaian, dan tempat
tinggal. Dalam kechidupan schari-hari mungkin saja terjadi suami
kehilangan sumber pencahariannya, schingga dia tidak dapat menjalankan
kewajibannya itu. Dalam keadaan tertentu istri dapat mengatasi masalah

rumah tangga dengan cara dia turun tangan mencari nafkah. Tetapi

¥Ibnu Qudamah, Abdullah bin Ahmad bin Muhammad, A/-Mugniy, b. 184
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banyak terjadi istri pun tidak berhasil mendapatkan nafkah schingga
kchidupan rumah tangga mulai terancam.

Dalam hal dapatkah ketidakmampuan suami memberi nafkah
menjadi alasan istri memilih untuk pembatalan nikah, menurut mazhab
Hanafiy hal ini tidak dapat dijadikan scbab untuk pilihan pembatalan
nikah (khiyar fasakh).>

d. Pembatalsn nikah karena suami gaib(mafqud)

Yang dimaksud suami gaib di sini adalah suami meninggalkan
tempat tetapnya dan tidak diketahui ke mana perginya dan di mana
beradanya dalam waktu yang sudah lama. Gaibnya suami dalam bentuk
ini menyulitkan kehidupan istri yang ditinggalkan, terutama bila suami
tidak meninggalkan sesuatu untuk menjadi nafkah istri yang
ditinggalkan, seandainya suami meninggalkan harta istri bolch
mengambil harta suaminya itu secukupnya bagi kehidupannya dan anak-
anaknya.

Dalam hal bolehkah istri mengajukan pilihan untuk pembatalan
perkawinan, mazhab Hanafiy berpendapat bahwa hakim tidak boleh
memutuskan perkawinan tersebut. Istri dari suami yang gaib itu masih
terikat dengan suaminya sampai ada keyakinan tentang kematiannya.>

c. Pembatalan nikah karcna melanggar perjanjian dalam perkawinan

*Ibou al-Hummam, Syarh Fath al-Qadir Juz IV, h. 389
3Ibnu Hazmin, al-Mupalla, b. 315
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Suami dan istri dapat membuat perjanjian di luar akad nikah.
Perjanjian itu mengikat untuk kedua belah pihak, dalam arti bila salah
satu pihak melanggar perjanjian, pihak yang dirugikan dapat mengajukan
ke pengadilan untuk putusnya perkawinan. Adapun bentuk perjanjian itu
ditentukan tidak bertentangan dengan hakikat perkawinan dan tidak
melanggar hukum perkawinan. Termasuk dalam hal ini adalah perjanjian
untuk tidak dimadu dan 7a°f7g talag.

Bila terjadi pelanggaran pejanjian, dalam kasus ta‘lig talaq
umpamanya suami yang meninggalkan istrinya selama masa tertentu dan
tidak memberi nafkah dalam masa itu; istri tidak rela dengan kenyataan
ity, istri mengajukannya ke pengadilan untuk memperoleh perceraian dari
pengadilan. Inilah salah satu bentuk dari penyelesaian pelanggaran

perjanjian dalam perkawinan yang berbentuk pembatalan perkawinan.

5. Akibat Hukum Pembatalan Nikah
Bila terjadi pembatalan nikah baik dalam bentuk pelangaran terhadap
hukum perkawinan atau terdapatnya halangan yang tidak memungkinkan
mclanjutkan perkawinan, terjadilah akibat hukumnya, khusus akibat hukum
yang ditimbulkan olch putusnya perkawinan karena pembatalan nikah ialah
suami tidak boleh ruju‘ kepada mantan istri sclama istri itu menjalani masa
‘iddah, oleh karena perceraian karena pembatalan nikah itu berstatus ba’in

sugrs. Bila mantan suani dan mantan istri berkeinginan untuk melanjutkan
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perkawinannya, mercka harus melakukan akad nikah baru, baik dalam waktu
mantan istri menjalani masa ‘/ddah dari suaminya itu atau sctelah selesainya
masa ddah.

Akibat yang lain dari pembatalan nikah ialah tidak mengurangi
bilangan fa/ag. hal itu berarti hak suami untuk men-fa/ag istrinya maksimal
tiga kali tidak berkurang. Dalam bahasa sederhana, pembatalan nikah bolch

terjadi berkali-kali tanpa batas.



BAB I

UeonKiFSI rERKARA PEMBATALAN NIKAH
DI PENGADILAN AGAMA JOMpANU

A. Kedudukan den Kewenangan Pengadilan Agama Jombang'

Kekuasaan kchakiman di lingkungan Pengadilan Agama dilaksanakan
oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada
Mahkamah Agung RI scbagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pengadilan Agama Jombang merupakan pengadilan tingkat pertama yang
dibentuk sekitar tahun 1908 berdasarkan Stbd. 152 Tahun 1882. Pengadilan
Agama Jombang berkedudukan di Kabupaten Jombang, yang tepatnya berada di
JL. Arif Rahman Hakim No. 05 Jombang dan termasuk katcgori Pengadilan

Agama Kelas I-B.

1. Wilayah Yuridiksi dan Kewenangan Pengadilan Agama Jombang
Wilayah hukum Pengadilan Agama Jombang meliputi wilayah
Kabupaten Jombang, yang terdiri dari 21 dengan 306 desa/ kelurahan, yaitu
sebagai berikut.
a. Kecamatan Jombang, dengan 20 desa/ kelurahan.
b. Kecamatan Diwek, dengan 18 desa/ kelurahan.

c. Kecamatan Gudo, dengan 18 desa/ kelurahan.

lWawancara dengan Wakil Panitera PA Jombang Bapak Abdul Hafid, tanggal 28 Maret
2008
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Kecamatan Perak, dengan 13 desa/ kelurahan.

Kecamatan Tembelang, dengan 15 desa/ kelurahan.
Kecamatan Megaluh, dengan 13 desa/ kelurahan.

Kecamatan Bandarkedung Mulyo, dengan 11 desa/ kelurahan.
Kecamatan Plandaan, dengan 13 desa/ kelurahan.

Kecamatan Kudu, dengan 10 desa/ kelurahan.

Kecamatan Ngusikan, dengan 12 desa/ kelurahan.

Kecamatan Ploso, dengan 12 desa/ kelurahan.

Kecamatan Kabubh, dengan 16 desa/ kelurahan.

. Kecamatan Mojoagung, dengan 18 desa/ kelurahan.

Kecamatan Kesamben, dengan 14 desa/ kelurahan.
Kecamatan Peterongan, dengan 14 desa/ kelurahan.
Kecamatan Jogoroto, dengan 11 desa/ kelurahan.
Kecamatan Sumobito, dengan 21 desa/ kelurahan.
Kecamatan Mojowarno, dengan 19 desa/ kelurahan.
Kecamatan Ngoro, dengan 13 desa/ kelurahan.

Kecamatan Bareng, dengan 13 desa/ kelurahan.

u. Kecamatan Pudak, dengan 9 desa/ kelurahan.

Secbagaimana discbutkan di dalam ketentuan pasal 49 Undang-

undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadiian

Agama Jombang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan
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menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama

Islam di bidang:

a.

b.

C.

perkawinan;
waris;

wasiat;

hibah;

wakaf;,

zakat;

infaq;
shadaqah; dan

ckonomi syariah.

. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jombang

Struktur organisasi badan Pengadilan Agama Jombang berdasarkan

alas Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 11 Tahun 1978 tentang susunan

organisasi dan tata kerja Pengadilan Agama, yang kemudian disempurnakan

dalam buku pedoman himpunan susunan struktur organisasi dan tata kerja

Depariemen Agama Daerah Tahua 1986/1987. Kemudian disempurnakan lagi

dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama bab

Ii. Mengenai susunan Pengadilan Agama yang terakhir pelaksanaannya diatur

dalam surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor: KMA/004/sk/II/1992 dan

surat edaran Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 1996.
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Untuk lebih jelasnya penulis akan paparkan struktur organisasi

Pengadilan Agama Jombang beserta nama-nama yang menduduki dalam

jabatan tersebut antara lain:
a. Ketua

b. Wakil Ketua

c. Panitera/Sekretaris

d. Wakil Panitera

e. Wakil Sckretaris

f. Hakim

g. Panitera Muda Hukum

h. Panitera Muda Permohonan
i. Panitera Muda Gugatan

j. Kaur Kepegawaian

k. Kaur Keuangan

. Kaur Unmum

m. Panitera Pengganti

: Drs. H. Lugman Hakim, SH
: Drs. Idham Khalid, SH

: Drs. Kusnadi

: Drs. H. Chafidz S, SH

: Taufik, SH

: 1) Drs. Zamroni Rosyadi, SH

2) Dra. Hj. Munhidlotul Ummah
3) Drs. Musyofifa, MH

4) Drs. H. Moh Syafi’, SH, MH
5) Drs. Muhajir, SH

6) Shonhadi Ali

: Drs. Syarifuddin

: Abd. Mannan Effendi
: Agus Hamid, SH

: Suyadim

: Mashuri

: Yomik, S.Ag, MH

: 1) H. A. Zubri Wardoyo
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2) Drs. Diah Kholidah, NA
3) Hanim Makhsusiati, SH
4) Abd. Malik
5) Riyana Marwanti, SH
6) Husnan, S.Ag
7) YomiK, S.Ag, MH

n. Jurusita Pengganti : 1) M.NurP
2) Suyadin
3) Mashuri
4) Febry Ernawan D

5) Abdul Hafid

B. Deskripsi Kasus Tentang Perkara Permolionan Panbaialan Nikau

Kasus yang sedang diteliti oleh penulis di Pengadilan Agama Jombang
terdaftar dengan Nomor Perkara: 724/Pdt.G/2007/PA.Jbg.

Dalam perkara ini yang memeriksa dan mengadili adalah Majelis Hakim
yang terdiri atas: Drs. Idham Kolid, SH sebagai Hakim Ketua Majciis, Drs. H.A.
dhonhadi Ali scbagai Hakim Anggota, dan Drs. Muhajir, SH juga scbagai Hakim
Anggota.

Perkara ini terjadi antara pemohon, Muhammad Kamaluddin Hasan, umur
29 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai KUA Kecamatan Diwek, beriempat

tinggal di Desa Banyuarang Kecamatan Ngoroh Kubupaten Jombang, dengan
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termohon, Sumilah binti Suparno, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,
tempat tinggal di Desa Kwaron Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang. Dalam
hal ini pemohon mengajukan permohonan pembatalan nikah atas termohon yang
telah melaksanakan nikah di KUA Kecamatan Diwek pada tanggal 9 April 2007.

Adapun duduk perkara yang terjadi ialah sebagai berikut:

Pada tanggal 9 April 2007 pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Diwek
tclah menikahkan termohon, Sumilah binti Suparmo dengan scorang laki-laki
bernama Seniman bin Serun di KUA Kecamatan Diwek dan mendapat Kutipan
Akta Nomor: 201/32/1V/2007 yang dikcluarkan olch KUA Kecamatan Diwek
Kabupaten Jombang tanggal 09 April 2007.

Pada saat pernikahan Sumilah menggunakan wali hakim, yaitu Kepala
Kantor Urusan Agama Kecamatan Diwek, dengan mahar berupa uang sebesar
Rp.50.000,- dengan disaksikan dua orang saksi Husaini dan Muhammad
Kamaludin Hasan. Pelaksanaan akad nikah tersebut berlangsung baik dan lancar.
Di atas sumpahnya termohon telah menyatakan bahwa Qaii nasab, Suparno
orang tua termohon tidak jelas alamatnya.

Sctelah melangsungkan perkawinan termohon dan suaminya telah hidup
bersama scbagaimana halnya suami-isteri. Selama kehidupan rumah tangga
antara termohon dan suvaminya rukun tentram dan harmonis. Namun, sejak
tanggal 26 Mei rumah tangganya terusik dengan datangnya secorang laki-laki

yang mengaku bernama Suparno (orang tua termohon) menghadap k¢ KUA
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Kecamatan Diwek dan pengakuannya telah dikukuhkan dengan sumpah dan
dibenarkan pula oleh termohon.

Berhubungan dengan hal tersebut pemohon scbagai pencatat dan juga
sebagai wali hakim dari pernikahan terscbut merasa terdapat kesalahan dalam
penggunaan wali nikah. Karenanya, dipandang perlu untuk scgera mengajukan
pembatalan.

Atas dasar alasan-alasan tersebut, pemohon memohon kepada Pengadilan
Agama Jombang untuk berkenan memanggil dan memeriksa termohon untuk
dibatalkan nikahnhya.

Setelah Pengadilan Agama Jombang memanggil dan memeriksa pemohon
dan termohon, selanjutnya menjatuhkan putusan scbagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.

2. Mcmbatalkan pernikahan termohon Sumilah binti Suparno dengan Seniman
bin Serun yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Diwek pada tanggal 09
April 2007.

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.”

ZSalinan Putusan Nomor: 724/Pdt.G/2007/PA.Jbg.



C. Feniwbangan Jdan Dasai Hukum Hakim Dalam Mcmutus Perkara Pembatalan

Nikah di Pengadilan Agama Jombang

Dalam perkara nomor: 724/Pdt.G/2007/PA.Jbg hakim memutuskan untuk
membatalkan perkawinan termohon yang dilaksanakan di KUA Kecamatan

Diwek Kabupaten Jombang dan memerintahkan kepada Kepala KUA untuk

mencoret perkawinan termohon dengan Seniman bin Serun dari unsur register

nikah.
Sebelum membuat putusan, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang
mempunyai pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Pada hari sidang yang tclah ditentukan pemohon dan termohon masing-
masing hadir di persidangan dan sctelah persidangan surat permohonan
pemohon ternyata isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

2. Dalam jawabannya sccara lisan ternyata termohon telah membenarkan dalil-
dalil permohonan pemohon.

3. Untuk menguatkan dalil-dalinya pemohon mengajukan alat bukii berupa:

a. Tanda terima Kutipan Akta Nikah (P.1)
b. Foto copy Kutipan Akta Nikah (P.2)
4. Di samping itu, pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan

keterangan dibawah sumpahnya:
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a. Hamim Sihabudin bin Mas’ud, umur 34 tahun, pekerjaan PPT KUA
Diwek, alamat Sumber Mulyo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten
Jombang, yang menerangkan bahwa:

1) saksi kenal dengan termohon dan suaminya

2) saksi telah menyaksikan akad nikah antara keduanya di Kantor
Urusan Agama Kecamatan Diwek, Jombang.

3) pernikahan terscbut menggunakan Wali Hakim, yakni Kepala KUA
Kecamatan Diwek Bapak Ali Marwan karena wali termohon tidak
diketahui alamatnya.

4) mengenai maharnya saksi lupa dengan nominalnya.

b. Khusaim bin Sarkum, umur 54 tahun, pekerjaan penghulu, bertempat
tinggal di Desa Kwaron, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, yang
menerangkan bahwa:

1) saksi kenal dengan termohon karena satu desa dengan termohon.

2) benar termohon tclah menikah dengan laki-laki bernama Scniman.

3) saksi menyaksikan pernikahan keduanya, bahkan saksi ikut tanda
tangan dibuku nikah.

4) pernikahan tersebut dilakukan dengan mengunakan Wali Hakim
karena wali termohon tidak diketahui alamatnya, bahkan termohon
telah disumpah oleh Kepala KUA ternyata termohon menyatakun

walinya tidak diketahui alamatnya.
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5) mahar dalam perkawinan itu sebesar Rp.50.000,-

5. Pemohon juga menghadirkan wali termohon, yaitu ayah kandung termohon

sendiri yang bernama Suparno bin Joyo Kalil, umur 74 tahun, agama Islam,

pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Ceweng Kecamtan Diwek,

Kubupaten Jombang yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya,

menerangkan bahwa:

a. benar saya adalah ayah kandung termohon.

b. bulan Maret memang saya tidak ada di Ceweng Diwek, karena pergi ke
Surabaya.

c. pada tanggal 8 april 2007 saya pulang ke Ceweng, Diwek, dan tidak
mendengar adanya keterangan dari termohon bahwa akan menikah.

d. saya merasa tidak diberi tahu tentang adanya pernikahan tersebut karena
itu saya merasa keberatan karena pada waktu pelaksanaan pernikahan
saya telah berada di Ceweng Diwek

Sclain itu, dalam memutus perkara tersebut majelis hakim juga memiliki

dasar hukum scbagai berikut:

1.

Pemohon adalah Pejabat KUA Kecamatan Diwek dimana pernikahan antara
termohon dan scorang laki-laki bernama Seniman telah tercatat di KUA
Kecamatan terscbut schingga pemohon dalam mengajukan permohonannya

telah memenuhi ketentuan pasal 23 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974,
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Pernikahan termohon dengan scorang laki-laki bernama Seniman bin Serun
telah dilaksanakan dengan menggunakan Wali Hakim yaitu pejabat Kantor
Urusan Agama Kecamatan Diwek, yang bernama Ali Marwan dengan
disaksikan oleh 2 orang saksi, yaitu Husaeni dan Hamim Shihabuddin dengan
mahar Rp.50.600,-

Pernikahan dengan memakai Wali Hakim tersebut dilaksanakan disebabkan
wali termohon yaitu ayah termohon dalam keadaan gaib dan termohon
sendiri menyatakan bahwa ayahnya tidak ada di tempat dan tidak diketahui
alamatnya.

Termohon dan suaminya telah hidup rukun dan kumpul baik sebagaimana
layaknya suami-isteri.

Kurang lebih satu bulan setelah pernikahan tersebut berlangsung ternyata
ayah termohon ada dan datang menghadap Kepala KUA Kecamatan Diwek
dan menyatakan bahwa ia sebagai wali dari termohon dan tidak pernah diberi
tahu terjadinya perkawinan antara termohon dengan Seniman bin Serun.
Berdasarkan pengakuan wali termohon dalam persidangan, bahwa ketika
terjadinya perkawinan antara termohon dengan Seniman bin Serun, dia
berada di Desa Ceweng, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang.

Pernikahan dengan Wali Hakim dapat dianggap sah apabila gaibnya wali
seorang wanita telah mencapai jarak masafatul gasr berdasarkan kaidah

hukum Islam dalam Kitab /gna’halaman 129, menyebutkan:
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Artinya: “Boleh pula bagi wali hakim menikahkan seorang perempuan
bilamana walinya gaib masafatul qasr”.

8. Menurut pengakuan wali di bawah sumpahnya, bahwa pada saat perkawinan
berlangsung dia berada di Desa Ceweng, Kecamatan Diwek, sedangkan jarak
antara Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang dengan Ceweng tidak
mencapai masafatul qasr. Oleh karenanya, pernikahan antara termohon
dengan Seniman bin Serun menurut hukum Islam adalah tidak sah atas dasar
kaidah Hukum Isiam dalam Kitab A/-Fighul Islam al-Mazzahibul Arba’sh

Juz 4 halaman 40, menycbut kan:

2 bd

oY il e sl U3 5 () 065 5l o (00 55
Artinya: “Apabila hakim telah menikahkan seorang perempuan dengan pria
atas dasar walinya gaib kemudian wali wanita tersebut datang dan
menyatakan bahwa ketika akad terscbut dia berada di daerah yang

tidak jauh maka perkawinan tersebut menjadi tidak sah’

9. Karena pernikahan antara termohon dengan laki-laki bernama Seniman bin
Serun sudah tidak sah, maka permohonan pemohon agar pernikahan
termohon dengan Seniman bin Serun agar dibatalkan dapat diterima dan
dikabulkan.

Sctelah penulis melakukan wawancara dengan hakim yang menangani
perkara terscbut, sclain menggunakan pertimbangan dan dasar hukum di atas,
beliau juga menggunakan pertimbangan Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan, “Perkawinan adalah sah,
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apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya

itu” Dihubungkan dengan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan,

“ Wali nikalh Jalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon

memipelai wanita yang bertindsk untuk menikahkann ya” Dan Pasal 71, yang

menyatakan:

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

a. Seorang suami melskukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;

b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian dikelahui masih menjadi istri
pria lain yang mafqud;

. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain;

d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan
dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak

berhak;
£ Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Dengan demikian menurut beliau, putusan untuk membatalkan pernikahan
Sumilah binti Suparno dengan Seniman bin Serun telah memenuhi ketentuan
hukum acara peradilan agama, yaitu bahwa Pengadilan Agama dalam
memutuskan perkara selain menggunakan sumber-sumber hukum positif juga

menggunakan kitab-kitab fikih.®

‘Wawancara dengan Hakim Ketua Majelis yang menangani perkara Nomor:
724/Pdt.G/2007/PA.Jbg Bapak Idham Khalid, SH, tanggal 21 Janurai 2010



BAB IV
ANALISIS PUTUSAN FENGADILAN AGAMA JOMBANG
NOMOR: T24/Bdi.G/2007/PA.Jbg TENTANG PEMDAL ALAN NAKAH
DENGAN ALASAN TIDAK ADA 1ZIN WALI BERDASARKAN
PERSPEKTIF MAZHAB HANAF1Y

A. Portimbangan Jan Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Jombang dalam
Membatalkan Nikah karena Tidak Ada Irxin Wali

Pada dasarnya, dasar hukum yang digunakan Pengadiian Agama daban
memutus suatu perkara ada dua macam, yaitu Peraturan Perundang-undangan
dan hukum syara’.

Peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan landasan hukum
oleh hakim di Pengadilan Agama adalah Undang-undang No.l tahun 1974
tentang perkawinan, Undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
Undang-undang No.20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan
Madura, Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung, Undang-undang No.13 tahun 1985 tentang Bea Materai, PP No.9 tahun
1975 tentang Pclaksanaan Undang-undang No.1 tahun 1974, PP No.28 tahun
1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, PP No.10 tahun 1983 tentang izin
Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, RBG Stb. No.227 tahun

1927 Reglemen Indonesia Yang Diperbarui (RIB=HIR) Stb.1941 No.44,

70
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Instruksi Presiden No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Peraturan
Menteri Agama No.2 tahun 1987 tentang Wali Hakim, Peraturan Menteri Agama
No.1 tahun 1973 tentang Pelaksanaan PP No.28 tahun 1977, Surat Edaran MA
No.2 tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang No.7 tahun 1989,
Surat Edaran MA No.48 tahu 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP No.45
tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP No.10 tahun 1983, Surat Edaran MA
No.5 tahun 1984 tentang Petunjuk Pclaksanaan PP No.10 tahun 1983.

Sedangkan dasar hukum syara’ diusahakan mencarinya dari al-Qur’an
baru Hadis, baru Qaul Fugaha, yang diterjemahkan juga menurut bahasa hukum.
Mengutip al-Qur’an harus menyebut nomor surat, nama surat, nomor ayat.
Mengutip Hadis harus menycbut siapa sanadnya, bunyi matannya, siapa
pentakhrijnya dan disebutkan pula dari kitab apa, kitab ini harus discbut siapa
pengarangnya, nama kitab, penerbit, kota tempat tinggal penerbit, tahun terbit,
jilid dan halamannya. Mengutip Qaul Fuqaha juga harus menyebut kitabnya
selengkapnya seperti diatas, apalagi jika ada kitab yang sama judulnya tetapi lain
pengarangnya. Selain itu, para hakim juga menggunakan Kompilasi Hukum
Islam sebagai acuan dalam menutup suatu perkara.

Dalam menangani perkara nomor: 724/Pdt.G/2007/PA.Jbg majelis hakim
Pengadilan Agama Jombang memutuskan untuk membatalkan perkawinan
termohon, Sumilah binti Suparno, yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Diwek

Kabupaten Jombang karena tidak ada izin wali, dan memerintahkan kepada
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Kepala KUA untuk mencoret perkawinan termohon dengan Seniman bin Serun
dari unsur register nikah.

Jika kita lihat dasar hukum yang dijadikan pijakan olch Pengadilan
Agama Jombang dalam memutus perkara pembatalan nikah karena tidak ada izin
wali, sebagaimana tercantum dalam bab III adalah sudah sesuai dengan aturan
yang ada, yaitu dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan hukum
syara’. Adapun cara penulisan dasar hukumnya masih belum sesuai dengan teori
diatas, yaitu pada penulisan qaul fugaha masih terdapat kekurangan penulisan
identitas kitab karena tidak ditulis nama pengarang dari kitabnya, penerbit, kota
tempat tinggal penerbit, tahun terbit. Scharusnya ketika mengutip dari pendapat
ulama’ harus ditulis secara lengkap seperti teori diatas.

Dan pada dasar hukum yang bersumber dari peraturan perundang-

undangan ncgara, cara penulisannya sudah sesuai dengan urutan derajatnya.

. Aualigis Putusan Pengadilan Agama Jombang Tentang Pembatalan Nikah
Karena Tidak Ada Izin Wali Boidusaikan Persporiit masdiav trauauy

Di dalam kehidupan rumah tangga yang telah dijulani Sumniluh dengun
suaminya Seniman mercka telah hidup rukun dan baik. Tidak ada persoalan yang
terjadi di antara keduanya yang nmencerminkan pertikaian  atau
ketidakharmonisan. Perkara baru muncul ketika ada sescorang yang mengaku
scbagai wali dari Sumilah yang tidak merestui atau tidak memberi izin terhadap

pernikahan yang dilakukan Sumilah, yaitu ayah Sumilah yang bernama Suparmno.
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Dia mengajukan pembatalan nikah melalui ketua Kantor Urusan Agama
Kecamatan Diwek yang menangani pernikahan Sumilah untuk diteruskan ke
Pengadilan Agama Jombang. Mcmang dari putusan majelis hakim menyatakan
bahwa pemikahan Sumilah harus dibatalkan berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan hukum di atas. Akan tetapi, apakaha tidak ada solusi terhadap
kasus yang dialami Sumilah tersebut?

Hasil putusan yang dijatuhkan hakim terhadap kasus Sumilah scbenarnya
telah sesuai dengan dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara
di atas. Akan tetapi, apabila dianalisis berdasarkan konsep mazhab Hanafiy,
maka tidak ada kesesuaian. Di mana perkawinan menurut mazhab Hanafiy dapat
terjadi meskipun tanpa adanya campur tangan wali, karena menurult mercka
seorang wanita berhak dan boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa wali apabila
ia baligh dan berakal.

Menurut mazhab Hanafiy secorang perempuan yang telah baligh dan
berakal schat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan akad
nikahnya sendiri, baik ia masih gadis atau janda. Tidak ada scorang pun yang
mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya.

Menurut mazhab Hanafiy, perwalian dalam nikah merupakan syarat
tamam (penyempurna) dan bukan merupakan syarat sahnya nikah, tetapi sunnah

saja hukumnya, bolch ada wali dan bolch tidak ada. Wanita bolch
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melangsungkan akad nikahnya (menjadi mu’agqid) tanpa wali, jika pilihannya

se-kuffr’ atau sepadan dan mahar yang diberikan tidak kurang dari mahar misil
Dalam hal ini dalil-dalil yang dijadikan Aujjah olch mazhab Hanafiy

sebagai dasar hukum kebolchan scorang wanita melangsungkan akad nikah

tanpa wali adalah berdasarkan nas Al-Qur’an, "As-Sunnah, dan logika. Di

antaranya adalah:

1. Q.S. Al- Baqarah [2]: 230, “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah
talak yang kedus), maka perempuan itv tidak halal lagi baginya hingga dia
kawin dengan suamj yang lain....”; Q.S. Al-Bagarah [2]: 232, “Apabila kamu
menalak istri-istrimu, Ialu habis idahnys, maka janganiah kamu (para wali)
menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya” Dan Q.S. Al-
Baqarah {2]: 234 yakni “...Kemudian apabila telah habis ‘iddahnys, maka
tiads doss bagimu (para walj) membiarkan mercka berbuat terhadsp diri
mercka menurut yang patut...”

Dalam ketiga ayat terscbut, akad dinisbatkan kepada perempuan, hal ini
menunjukkan bahwa perempuan memiliki hak melakukan pernikahan secara
langsung (tanpa wali).

2. Perempuan bebas melakukan akad jual-beli dan akad-akad lainnya, karena itu
ia bebas melakukan akad nikahnya. Karena tidak ada perbedaan hukum

antara akad nikah dengan akad-akad lainnya.
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3. Hadis-hadis yang mengaitkan sahnya perkawinan dengan ijin wali bersifat

khusus, yaitu ketika sang perempuan yang akan menikahkan dirinya itu tidak
memenuhi syarat untuk bertindak sendiri, misalnya karena masih belum
dewasa atau tidak memiliki akal sehat.
Hal ini berdasarkan Hadits Nabi: “Orang-orang yang tidak mempunyai jodoh
lebih berhak atas perkawinan dirinya daripada walinya, dan gadis itu
dimintakan perselujuannya untuk dinikahkan dan tanda ijinnya ialah
diamnyd’ (Hadits Bukhari Muslim).

Dalam hal ini apabila dilihat dari syarat-syarat tersebut di atas. apakah
Sumilah telah berhak untuk menikahkan dirinya dengan lelaki pilihannya, yaitu
Seniman bin Serun?

Pertama, dari segi kedewasaan berdasarkan data yang ada Sumilah ketika
melangsungkan akad nikah dengan Seniman ialah seorang janda mati yang
berumur 52 tahun. Ini membuktikan bahwa Sumilah waktu itu termasuk kategoti
wanita dewasa (baligalh).

Kedua, dari segi kesempurnaan akalnya, Sumilah bukan orang gila atau
semacamnya, schingga telah memenuhi syarat wanita yang berakal schat
( ‘agilah).

Ketiga, dari segi kafa’ah, status Sumilah ialah seorang janda, beragama

Islam, dengan pekerjaan scbagai tani. Sedangkan Seniman ialah scorang duda,
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beragama Islam, dengan pekerjaan swasta. Hal ini menunjukkan bahwa antara
Sumilah dan Seniman terdapat kesepadanan atau ke-kufu “an.

Kecmpat, dari scgi mahar yang diberikan Seniman kepada Sumilah
apakah sudah mencapai mahar misi/, bahwa maharnya waktu itu berupa uang
senilai Rp50.000,- (lima puluh ribi rupiah) yang dibayarkan secara tunai. Ukuran
mahar misil ialah mahar yang setara dengan mahar yang pernah diterima oleh
saudaranya, bibinya, dan anak saudara pamannya yang sama dan scpadan
umurnya, kecantikannya, kekayaannya, tingkat kecerdasannya, tingkat
keberagamaannya, negeri tempat tinggalnya, dan masanya dengan istri yang
akan menerima mahar tersebut. Dalam hal ini mahar yang diberikan Seniman
bolch jadi telah sesuai dan boleh jadi masih kurang dari mahar misi/ Namun
apabila telah 4sesuai berarti telah terpenuhi syarat bahwa mahar tidak boleh
kurang dari mahar misi/, dan tidak ada alasan bagi wali untuk mencegah
perkawinan Sumilah dengan Seniman.

Dengan terpenuinya keempat syarat tersebut maka Sumilah menurut
perspektif mazhab Hanafiy telah boleh dan mempunyai wewenang untuk
menikahkan dirinya dengan Seniman bin Serun, lelaki pilihannya itu. Dan bagi
wali dari Sumilah tidak berhak lagi mencegah atau membatalkan perkawinan
tersebut.

Dengan demikian dasar hukum hakim dalam memutus pembatalan nikah

atas Sumilah binti Supamo dengan Seniman bin Serun tidak beriaku lagi.



77

Kasus pembatalan nikah yang dialami olch Sumilah di atas apabila dilihat
dari segi alasannya termasuk kategori pembatalan nikah dengan bentuk pertama,
scbagaimana dijelaskan pada bab dua, yaitu perkawinan yang sebelumnya telah
berlangsung, ternyata kemudian diketahui tidak memenuhi persyaratan yang
ditentukan, baik tentang rukun, maupun syaratnya; atau pada perkawinan
terscbut terdapat halangan yang tidak membenarkan terjadinya perkawinan.
Bentuk scperti ini yang dalam kitab fikih discbut dengan fasakh. Bentuk ini dari
segi disclesaikannya di pengadilan terbagi menjadi dua:

I. Tidak memerlukan pengaduan dari pihak suami atau istri, atau dalam artian
hakim dapat memutuskan dengan telah diketahuinya kesalahan perkawinan
scbelumnya melalui pemberitahuan oleh siapa saja. Umpamanya akad nikah
tidak dilakukan di hadapan saksi, sedangkan hukum yang berlaky
menyatakan bahwa saksi itu adalah rukun dalam perkawinan; atau yang
menikahkan adalah laki-laki yang kemudian ternyata adalah ayah angkat. Hal
ini menyalahi ketentuan tentang wali. Atau salah satu pihak keluar dari
agama Islam. Hal ini menyalahi persyaratan yang keduanya harus beragama
Islam; atau antara suami istri itu ternyata bersaudara atau ada hubungan
nasab, musaharah, atau persusuan. Perkawinan seperti ini harus dibatalkan
olch hakim, baik suami istri itu suka atau tidak, karena yang demikian

menyalahi hukum,



78

2. Perlu adanya pengaduan dari pihak suami atau istri atas dasar masing-masing
pihak tidak menginginkan kelangsungan perkawinan tersebut. Dalam arti bila
keduanya setuju atau rela untuk melanjutkan perkawinan, perkawinan tidak
harus dibatalkan. Umpamanya perkawinan yang dilangsungkan atas dasar
adanya ancaman yang tidak dapat dihindarkan. Hal ini menyalahi persyaratan
kerelaan dari pihak yang melangsungkan perkawinan. Bila ancaman tersebut
telah hilang sebenarnya masing-masing pihak dapat mengajukan pembatalan
perkawinan. Namun bila keduanya telah rela untuk menlanjutkan
perkawinan, perkawinan tidak dibatalkan oleh hakim.

Dari segi penyelesaiannya di pengadilan, kasus Sumilah semestinya
termasuk pembatalan nikah yang tidak memerlukan pengaduan dari pihak suami
atau istri, Hakim dapat memutuskan dengan telah diketahuinya kesalahan
perkawinan scbelumnya melalui pemberitahuan oleh siapa saja. Hal ini
dikarenakan dalam segi perwaliannya dianggap tidak sah, yaitu penggunaan wali
hakim tanpa adanya izin dari wali nasab sedangkan wali nasabnya ketika itn
berada di tempat yang belum mencapai jarak masafatul qasr. Akan tetapi,
scbagaimana dijelaskan di atas apabila perkawinan Sumilah dengan Seniman
dilaksanakan berdasarkan konsep nikah tanpa wali perspekticf mazhab hanafiy,
maka pembatalan nikah tidak bisa dilakukan oleh pihak manapun. Akad yang

dilakukan Sumilah sebagai wanita dewasa untuk menikahkan dirinya dengan
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laki-laki manapun tidak dapat diganggu gugat manakala syarat kafs’sh dan
mahar misiltelah terpenuhi.

Dengan adanya konsep nikah tanpa wali yang dibawa mazhab Hanafiy,
maka hal ini bisa dijadikan scbagai alternatif dalam konteks al-ahkam £ nafs al-
wagi, yakni hukum scbagai solusi dari beberapa kasus yang terjadi di

masyarakat.
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PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari pembahasan dan analisis tentang kasus perkara pembatalan nikah
dengan alasan tidak ada izin wali, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Pertimbangan dan dasar hukum hakim Pengadilan Agama Jombang dalam
membatalkan nikah karena tidak ada izin wali, perkara nomor:
724/Pdt.G/2007/PA.Jbg adalah:

a. Menurut pengakuan wali di bawah sumpahnya, bahwa dia tidak pernah
diberitahu adanya perkawinan termohon, dan pada saat berlangsungnya
perkawinan dia berada di Desa Ceweng, yang jaraknya tidak mencapai
masafatul gasr dari KUA Kecamatan Diwek, tempat berlangsungnya
perkawinan termohon.

b. Kaidah hukum Islam dalam Kitab /gn2”halaman 129, menyebutkan:
el BLS YAk K 13 ST

Artinya: “Bolch pula bagi wali hakim menikahkan scorang perempuan
bilamana walinya gaib masafatul qasr’.

¢. Kaidah Hukum Islam dalam Kitab A/-Fighul Is/lam al-Mazzahibul Arba’ah
Juz 4 halaman 40, menycbutkan:

- e o o ® £ - £ - o
peas wial e 300 e U3 B3 180 ) LN s 5 S\ 255 5

\ e’
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Artinya: “Apabila hakim tclah menikahkan scorang perempuan dengan pria
atas dasar waliaya gaib kermudian wali wanita terschul datang dan
menyataksn bahwa ketika akad terscbut dia berada di dacrah yang
tiduk juuh maks perkawinan tersebut menjadi tidek sah "

2. Hasil putusan yang dijatuhkan hakim terhadap kasus Sumilah sebenarnya telah
sesuai dengan dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara di
atas. Akan tetapi, apabila dianalisis berdasarkan konsep mazhab Hanafiy, maka
tidak ada kesesuaian. Di mana perkawinan menurut mazhab Hanafiy dapat
terjadi meskipun tanpa adanya campur tangan wali, karena menurut mereka

seorang wanita berhak dan bolch menikahkan dirinya sendiri tanpa wali apabila

ia baligh dan berakal.

B. Saran
1. Hendaklah menjadi tuntunan untuk senantiasa memelihara, mengevaluasi,
dan mengembangkan hukum Islam dalam wujud pemikiran guna merespon
dinamika yang terjadi dalam masyarakat.
2. Bagi hakim Pengadilan Agama Jombang hendaknya dalam memutuskan
perkara-perkara yang ditanganinya sclain tetap berpijak pada dasar hukum
positif yang ada seyogyanya juga mempertimbangkan perbedaan pendapat di

kalangan para ulama.
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